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UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA 
PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT DALAM KASUS 

TUMPAHAN MINYAK MONTARA DI LAUT TIMOR

Oleh:
Ni Putu Suci Meinarni1

Abstract
Diplomacy as a means of communication made by various parties, including 
the negotiations between representations who have been recognized or defined 
as well as the negotiations when it was not possible to see a bright spot, the 
one party or two countries who consider necessary, can choose the path of 
another in the settlement of disputes. Regarding the case Montara, Indonesia 
can choose the legal path is through ITLOS. When all lanes closed negotiations 
and diplomacy, international legal channels under the umbrella of ITLOS is 
open for the settlement of cases of oil spills in the Montara platform. If ITLOS 
considered too early to have as a line dispute resolution, since the country rarely 
choose ITLOS as a settlement of the dispute, as evidenced since it entry into 
force (between 1994 to 2006), only 13 cases were handled by ITLOS, and in 
UNCLOS itself is possible for more flexible judicial selection and Arbitration 
still in the high demand.

Keywords: diplomacy,UNCLOS,ITLOS, Arbitration, Montara.

Abstrak
D�plomas� sebaga� suatu cara komun�kas� yang d�lakukan oleh berbaga� p�hak 
termasuk negos�as� antara wak�l-wak�l yang sudah d�aku� atau yang d�art�kan 
pula sebaga� perund�ngan-perund�ngan ket�ka sudah t�dak memungk�nkan lag� 
untuk menemu� t�t�k terang maka salah satu p�hak maupun kedua negara yang 
menganggap perlu, dapat mem�l�h jalur la�n dalam penyelesa�an sengketa. 
Berka�tan dengan kasus Montara, �ndones�a dapat mem�l�h jalur hukum ya�tu 
melalu� ITLOS. B�la semua jalur negos�as� dan d�plomas� tertutup, jalur hukum 
�nternas�onal d� bawah payung hukum ITLOS terbuka untuk penyelesa�an 
kasus tumpahan m�nyak d� sumur Montara. Apab�la ITLOS d�anggap terlalu 
d�n� untuk d�p�l�h sebaga� jalur penyelesa�an sengketa, karena memang negara 
jarang sekal� mem�l�h ITLOS sebaga� tempat penyelesa�an sengketa, terbukt� 
sejak entry into force (antara tahun 1994 sampa� dengan tahun 2006), hanya 13 
kasus yang d�tangan� ITLOS. D� dalam UNCLOS mas�h memungk�nkan adanya 
p�l�han perad�lan yang leb�h fleks�bel dan leb�h d�n�kmat� oleh negara-negara 
ya�tu Arb�trase.

Kata kunc�: diplomasi, UNCLOS, ITLOS, Arbitrasi, Montara.

1 Penul�s adalah Dosen STIMIK-STIKOM Indones�a, Jl. Tukad Paker�san No. 97, Denpasar, Bal�, 
ema�l:suc�me�narn�@gma�l.com
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I. PENDAHULUAN 
Pada tahun 1982, Perser�katan 

Bangsa-Bangsa dalam United Nations 
Convention on Law of the Sea 1982 
(UNLOS 1982) Pasal 1 ayat (4), 
mendef�n�s�kan pencemaran laut 
sebaga� : 
 “Pollution of the marine 

environtment“ means the 
introduction by man directly, or 
indirectly, of substances or energy 
into the marine environtment, 
including estuaries, which 
results or is likely to result 
in such deleterious effects as 
harm to living resources and 
marine life, hazards to human 
health, hindranceto marine 
activities, including fishing and 
other legitimate uses of the sea, 
impairment of quality for use 
of sea water and reduction of 
amenities.2

Ada dua kr�ter�a yang d�gunakan 
untuk mengklas�f�kas�kan sumber 
pencemaran, ya�tu: berdasarkan 
akt�v�tas penyebab terjad�nya 
pencemaran (akt�v�tas dasar laut, 
dumping, nav�gas�) dan berdasarkan 
cara polutan masuk ke dalam 
l�ngkungan (polus� dar� daratan dan 
polus� atmosfer�k).3

Pada tahun 2009, Indones�a 
mengalam� kasus pencemaran 
l�ngkungan laut, yang pada akh�rnya 
2 Konvens� Perser�katan Bangsa-bangsa tentang 

Hukum Laut, Departemen Luar Neger� 
D�rektorat Perjanj�an Internas�onal.

3 Bud�slav Vukas, 2004, The Law of the Sea, 
Le�den, Mart�nus N�jhoff Publ�shers, hlm. 
236-237.

berujung pada sengketa dengan p�hak 
swasta yang terka�t dengan pencemaran 
tersebut.Tanggal 20 Agustus 20094, 
telah terjad� ledakan d� ladang m�nyak 
Montara yang berada d� kawasan Zona 
Ekonom� Ekslus�f (ZEE) Austral�a.
Ledakan tersebut mengak�batkan 
tumpahnya m�nyak mentah yang 
meluas sampa� kepada w�layah ZEE 
Indones�a.

Ledakan ladang m�nyak 
Montara menjad� kasus luapan m�nyak 
terbesar yang terjad� d� ladang m�nyak 
Montara d� Laut T�mor, yang terletak 
d� panta� utara Austral�a. Ladang 
m�nyak Montara terletak d� panta� 
K�mberley, 250 km d� utara Truscott, 
dan 690 km d� barat Darw�n5. Kasus �n� 
merupakan salah satu bencana m�nyak 
terbesar yang d�alam� Austral�a.Al�ran 
m�nyak terjad� sejak 21 Agustus 2009 
dan berlanjut h�ngga 3 November 
2009. Kedutaan Besar Austral�a d� 
Jakarta menjelaskan bahwa m�nyak 
mentah mula� mengal�r menuju Laut 
T�mor pada tanggal 21 Agustus 
2009, dan member�kan not�f�kas� 
kepada Pemer�ntah Indones�a setelah 
d�peroleh c�tra satel�t pada tanggal 1 
September 2009 yang menunjukkan 
bahwa tumpahan m�nyak mengal�r 
menuju ZEE Indones�a dalam bentuk 
gumpalan6. Sebaga� langkah lanjutan, 
pada tanggal 28 Oktober 2009, 
the Minister for the Environment, 
Heritage and the Arts, Peter Garrett, 

4 W�k�ped�a,Montara Oil Spill, www.w�k�ped�a.
com. D�akses tanggal 12 Jun� 2010

5 Ibid
6 Ibid
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menjelaskan secara langsung kepada 
Menter� L�ngkungan Indones�a, Gust� 
Muhammad Hatta, terka�t dengan 
permasalahan tumpahan m�nyak 
Montara.7

Kerug�an d�t�mbulkan oleh 
tumpahan m�nyak mencemar� kawasan 
laut Indones�a, Austral�a, dan T�mor 
Leste.Negara Republ�k Indones�a 
cukup besar.Pemer�ntah Indones�a 
bersama-sama dengan Austral�a 
bertanggungjawab dalam memel�hara 
dan member�kan perl�ndungan 
terhadap l�ngkungan. Salah satu 
langkah yang d�tempuh untuk dapat 
menyelesa�kan kasus pencemaran 
m�nyak �n�, Pemer�ntah Indones�a 
mengajukan perkara pencemaran laut 
tersebut ke dalam sengketa dengan 
PTTEP Australas�a.

Berdasarkan latar belakang 
d�atas, maka penul�s tertar�k untuk 
memaparkan mengena� baga�manakah 
penyelesa�an sengketa yang dapat 
d�tempuh dalam kasus m�nyak 
Montara?

Tujuan Penel�t�an �n� secara 
obyekt�f adalah;

Untuk mengetahu� pola 
penyelesa�an sengketa dalam hukum 
�nternas�onal yang d�tempuh dalam 
kasus pencemaran l�ngkungan laut 
oleh tumpahan m�nyak d� laut T�mor.
Dan secara subyekt�f adalah:

Untuk memperoleh tambahan 
pengetahuan d� b�dang hukum 
�nternas�onal khususnya yang berka�tan 

7 Austral�a Embassy Indones�a, Montara Oil 
Spill, Med�a Release, 2 November 2009. 
Jakarta. 

dengan penyelesa�an sengketa 
pencemaran m�nyak.

II. METODE PENELITIAN
2. 1 Sifat Penelitian

Spes�f�kas� penul�san mengena� 
sengketa antara Indones�a dan Austral�a 
yang juga sebaga� korban dalam Kasus 
M�nyak Montara d� Laut T�mor, yang 
termasuk dalam ZEE Indones�a, serta 
tantangan yang d�hadap� terka�t dengan 
belum adanya rez�m hukum yang 
sesua� dengan penyelesa�an sengketa, 
adalah merupakan penel�t�an mormat�f-
emp�r�s, yang s�fatnya deskr�pt�f.

Penel�t�an normat�f d�art�kan 
sebaga� penel�t�an yang mencakup �lmu 
ka�dah dan �lmu pengert�an atau yang 
b�asa d�sebut �lmu dogmat�k hukum 
(normwissenschaft) 8.Sedangkan 
penel�t�an hukum emp�r�s adalah jen�s 
penel�t�an yang d�lakukan terutama 
dengan cara menel�t� data pr�mer9.
Seh�ngga, penel�t�an hukum normat�f-
emp�r�s adalah penel�t�an hukum yang 
menggunakan data pr�mer.
2. 2 Jenis Penelitian

Dalam penel�t�an sumber data 
penel�t�an d�peroleh t�dak hanya 
dar� data pr�mer mela�nkan dar� data 
sekunder.Data yang bersumber dar� 
data pr�mer adalah data yang d�peroleh 
langsung dar� p�hak yang menghayat� 
data tersebut10 atau data yang d�peroleh 

8 Sugeng Istanto, 2004, Bahan Kuliah Politik 
Hukum (Diktat Magister Hukum Program 
Pascasarjana UGM), Yogyakarta, hlm 71-72

9 Soerjono Soekanto & Sr� Mamudj�, 2003, 
Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan, 
Jakarta, PT. Radja Graf�ndo Persada, hlm.13-
14

10 Sugeng Istanto, Loc. Cit.
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secara langsung dar� lapangan yang 
merupakan has�l �nformas� narasumber, 
ya�tu dar� �nstans� terka�t.

Adapun bahan-bahan hukum 
yang d�jad�kan objek penel�t�an 
kepustakaan d�bag� menjad� t�ga 
macam, ya�tu bahan  hukum pr�mer, 
bahan hukum sekunder dan bahan 
hukum ters�er.11

Bahan hukum pr�mer, sebaga� 
bahan yang meng�kat, terd�r� dar� 
sejumlah peraturan �nternas�onal 
maupun nas�onal, mel�put�:
a. P�agam Perser�katan Bangsa-

Bangsa (PBB),
b. Konvens� Hukum Laut 

Internas�onal (UNCLOS 1982),
c. Konvens�-konvens� �nterna-

s�onal, reg�onal, dan b�lateral 
yang berka�tan dengan 
l�ngkungan dan kelautan.
Bahan hukum sekunder, adalah 

bahan hukum yang member�kan 
penjelasan mengena� bahan hukum 
pr�mer, terd�r� dar� buku-buku, jurnal, 
makalah, surat kabar, karya �lm�ah para 
sarjana hukum, dan berbaga� bahan 
yang d�tul�s d� �nternet (website) yang 
berka�tan dengan permasalahan. 

Bahan hukum ters�er mel�put� 
seluruh referens� yang member�kan 
petunjuk atau penjelasan atas bahan 
hukum pr�mer dan sekunder,  m�salnya: 
kamus hukum, kamus bahasa 
Indones�a, kamus bahasa Inggr�s, dan 
sebaga�nya.
2. 3 Alat Pengumpulan Data

Meng�ngat b�dang penel�t�an 

11 Soerjono Soekanto. Op Cit.hlm. 52

�n�,ya�tu penel�t�an d�b�dang hukum, 
penel�t� menggunakan �nstrumen 
pengumpulan data berupa: wawancara, 
observas�, dan stud� dokumen12. 
Data yang bersumber dar� data 
sekunder, sebaga�mana umumnya 
dalam penel�t�an normat�f atau 
kepustakaan, juga d�gunakan sebaga� 
alat pengumpulan data.13

2. 4 Tahapan Penelitian
a. Tahap Persiapan

Tahap �n� d�mula� dengan 
mengumpulkan bahan atau data 
tentang permasalahan dalam penul�san  
�n�, dan selanjutnya menyusun usulan 
penel�t�an, melakukan konsultas� 
dan penyempurnaan, mengadakan 
wawancara dan mengurus per�j�nan.
b.  Tahap Penelitian

Tahap �n� d�lakukan dengan 
wawancara narasumber dan penel�t�an 
terhadap kepustakaan yang berka�tan 
dengan permasalahan dalam 
penel�t�an �n�, dengan maksud untuk 
mengumpulkan data dan melakukan 
pengkaj�an leb�h lanjut terhadap data 
sekunder yang berupa pengumpulan 
dan kaj�an atau anal�t�s leb�h lanjut yang 
leb�h mendalam terhadap bahan hukum 
pr�mer, sekunder dan ters�er. sedangkan 
penel�t�an lapangan d�lakukan dengan 
cara mengadakan wawancara dengan 
narasumber atau p�hak yang berka�tan 
dengan permasalaahan penel�t�an �n� 
seh�ngga dapat member�kan data atau 
keterangan yang akurat.

12 Ibid. hlm. 66
13 Mar�a Sumarjono, 2001, “Pedoman Pembuatan 

Usulan Penelitian”, Jakarta, Gramed�a Pustaka 
Utama, hlm. 36
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c.  Tahap Penyelesaian
Tahap �n� merupakan tahap 

akh�r dar� seluruh rangka�an keg�atan 
penel�t�an  dengan melakukan penul�san 
laporan awal sebaga� has�l penel�t�an 
dengan cara menganal�s�s, kemud�an 
d�lanjutkan dengan konsultas� dan 
rev�s� serta d�akh�r� dengan pembuatan 
penul�san laporan penel�t�an.
2. 5 Pengolahan dan Analisis Data

Pada penel�t�an �n�, penyaj�an has�l 
penel�t�an (sebaga� has�l pengolahan 
data) d�satukan dengan anal�s�s data14. 
Art�nya penul�s kemud�an melakukan 
anal�sa secara deta�l  dan s�stemat�s 
terhadap set�ap  sumber yang d�dapat, 
d�lakukan perband�ngan secara secara 
menyeluruh dan kual�tat�f, seh�ngga 
menghas�lkan sebuah penul�san yang 
tepat dan mencapa� tujuan penul�san 
yang d��ng�nkan.
2. 6  Hambatan Penelitian

Penel�t� membutuhkan waktu 
yang t�dak s�ngkat untuk menyelesa�kan 
seluruh proses penel�t�an karena 
m�n�mnya l�teratur yang d�m�l�k� dan 
kerum�tan proses b�rokras� dar� p�hak-
p�hak yang terka�t dengan penel�tan. 
Penul�s juga d�hadapkan dengan s�tuas� 
d�mana permasalahan yang d�angkat 
mas�h dalam  proses seh�ngga akan 
terdapat banyak sekal� data-data terbaru 
yang art�nya akan mempengaruh� 
waktu dan proses penul�san berka�tan 
dengan kemungk�nan munculnya 
permasalahan baru yang ber�mbas pada 
penambahan anal�s�s atau penggunaan 
leb�h banyak lag� teor� hukum.

14 Ibid.hlm. 68.

2. 7  Cara Mengatasi Hambatan 
dalam Penelitian 
H�ngga k�n�, penul�s berusaha 

meny�kap� hambatan penel�t�an dengan  
cara melakukan pencar�an �nformas� 
secara �ntens�f melalu� med�a  maupun 
sumber-sumber la�n guna melengkap�  
has�l penul�san.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan terhadap has�l 

penel�t�an dan penguj�an yang 
d�peroleh d�saj�kan dalam bentuk 
ura�an teor�t�k, ba�k secara kual�tat�f 
maupun kuant�tat�f. Has�l percobaan 
seba�knya d�tamp�lkan dalam berupa 
graf�k atau pun tabel. Untuk graf�k 
dapat meng�kut� format untuk d�agram 
dan gambar.
3.1 Penyelesaian Sengketa Kasus 

Pencemaran Minyak Platform 
Montara
Ket�ka area suatu l�ngkungan 

telah termasuk� oleh sesuatu zat yang 
as�ng atau t�dak or�s�n�l berasal dar� 
tempat tersebut, dapat d�katakan 
w�layah l�ngkungan tersebut telah 
tercemar atau terkontam�nas�. 
Tercemar send�r� mengundang banyak 
pengert�an d� berbaga� kalangan 
akadem�s�, Thomas M. Pankratz 
salah satunya mengart�kan, Pollution 
is the presence of pollutant in the 
environment.15

Tanah, a�r dan udara merupakan 
t�ga elemen pent�ng pada l�ngkungan.
Ket�ga elemen tersebut merupakan 
15 Thomas M. Pankratz 2001, Environmental 

Engineering Dictionary and Directions, Lew�s 
Publ�shers, Un�ted States, hlm. 194.
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objek dar� hukum l�ngkungan.Salah 
satu elemen pent�ng yang t�dak dapat 
d�lepaskan dar� keh�dupan k�ta dengan 
fungs� yang sangat v�tal serta berka�tan 
dengan penul�san �n� adalah “A�r”. 
Pencemaran a�r.

Penyebab tercemarnya a�r dapat 
d�katagor�kan sebaga� ber�kut :16

1. Organic Pollutant 
 Termasuk d� dalamnya adalah 

sampah rumah tangga, pest�s�da, 
l�mbah pertan�an, m�nyak, 
sampah-sampah dar� pengolahan 
bahan makanan, l�mbah pabr�k 
kertas, dan la�n-la�n.

2. Inorganic Pollutant
 Kelompok sampah �n� terd�r� dar� 

garam anorgan�k, asam m�neral, 
logam, deterjen, dan la�n-la�n.

3. Sediments
 Eros� tanah sebaga� proses 

alam�ah yang membuat endapan-
endapan pada a�r. Sed�mentas� 
dar� tanah banyak terbawa oleh 
a�r menuju sunga�, danau, dan 
laut. Beberapa unsur mater�al 
yang juga �kut terbawa  arus 
a�r dalam proses sed�mentas� 
alam� adalah sepert�, tembaga, 
n�kel, mangan, krom�um dan 
mol�bdenum.

4. Radioactive Materials
 Polus� rad�oakt�f d�sebabkan 

oleh proses pertambangan dan 
produks� substans� rad�oakt�f, 
penggunaan rad�oakt�f mater�al 
untuk pembangk�t l�str�k 

16  An�l Kumar De, 2009, Environment and 
Ecology, New Age Internat�onal, Ind�a, hlm. 
65-68.

tenaga nukl�r, penggunaan 
�sotop rad�oakt�f dalam dun�a 
kedokteran, berbaga� �ndustr� 
dan r�set �lm�ah serta percobaan 
nukl�r. Has�l pembuangan 
l�mbah nukl�r ke med�a a�r sangat 
berbahaya pada masa yang akan 
datang.

5. Thermal Pollutants
 Batubara atau bahan bakar nukl�r 

pembangk�t l�str�k berbahan 
bakar termal adalah sumber 
polus� termal. A�r panas dar� 
pembangk�t �n� d�buang sebaga� 
l�mbah ke dalam danau atau 
sunga� terdekat d� mana suhu 
men�ngkat sek�tar 10 derajat 
celc�us. Efek �n� berbahaya pada 
keh�dupan a�r d� badan a�r.
Pencemaran l�ngkungan laut 

merupakan salah satu pokok bahasan 
dalam Perser�katan Bangsa-Bangsa 
(PBB).UNCLOS 1982 merupakan 
produk hukum PBB yang mengatur 
masalah-masalah terka�t dengan 
l�ngkungan laut. Ber�kut adalah def�n�s� 
pencemaran l�ngkungan laut menurut 
Pasal 1 ayat (4) UNCLOS 1982: 
 “Pollution of the marine 

environtment“ means the 
introduction by man directly, or 
indirectly, of substances or energy 
into the marine environtment, 
including estuaries, which 
results or is likely to result 
in such deleterious effects as 
harm to living resources and 
marine life, hazards to human 
health, hindranceto marine 
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activities, including fishing and 
other legitimate uses of the sea, 
impairment of quality for use 
of sea water and reduction of 
amenities.17

Secara khusus, pencemaran laut 
dapat d�bedakan dalam l�ma kategor� 
utama, ya�tu :18

1. Marine pollution caused via 
the atmosphere by land based 
activities.
Bukt�-bukt� �lm�ah menunjukkan 

adanya t�ga penyebab utama 
pencemaran laut golongan pertama 
�n�, ya�tu:
a. Penggunaan berbaga� macam 

“synthethic chemicals”  
khususnya “chlonarinated 
hydrocarbons” untuk pertan�an

b. Pelepasan logam-logam berat 
(“heavy metal”) sepert� merkur� 
ak�bat proses �ndustr� atau 
la�nnya

c. Pengotoran atmosfer oleh 
hydrocarbons m�nyak yang 
d�has�lkan oleh penggunaan 
m�nyak bum� untuk menghas�lkan 
energ�.

2. The disposal of domestic and 
industrial wastes.

 Pencemaran yang d�sebabkan 
oleh pengal�ran l�mbah domest�k 
atau l�mbah �ndustr� dar� panta�, 
ba�k dar� sunga�, “sewage 
outlets” atau ak�bat “dumping”.

17 Pasal 1 ayat (4) UNCLOS
18 Melda Kam�l Ar�adno, 2007, Hukum 

Internasional Hukum Yang Hidup, Jakarta, 
D�ad�t Med�a, hlm. 24. 

3. Marine pollution caused by 
radioactivity.

 Pencemaran laut karena adanya 
keg�atan-keg�atan rad�oakt�f 
alam maupun ataupun keg�atan-
keg�atan manus�a.Dua penyebab 
utamanya adalah percobaan 
senjata nukl�r dan pembuangan 
l�mbah rad�oakt�f, termasuk 
pencemaran yang d�sebabkan 
oleh penggunaan laut untuk 
kepent�ngan m�l�ter atau 
pembuangan alat-alat m�l�ter d� 
laut.

4. Ship-borne pollution.
 Pencemaran jen�s �n� dapat 

terd�r� dar� berbaga� macam 
bentuk kapal dan muatan. Akan 
tetap� penyebab utamanya adalah 
tumpahan m�nyak d� laut, yang 
dapat d�bedakan karena keg�atan 
kapal sepert� pembuangan a�r 
ballast atau karena adanya 
kecelakaan kapal d� laut, 
terutama apab�la kecelakaan �tu 
mel�batkan kapal tanker.

5. Pollution from offshore mineral 
production.

 Keg�atan penambangan d� 
dasar laut, terutama apab�la 
terjad� kebocoran pada �nstalas� 
penambangan dan pembuangan 
l�mbah yang t�dak memenuh� 
persyaratan yang telah 
d�tentukan.
Dalam penel�t�an �n�, kasus yang 

menjad� objek dalam pembahasan  
adalah kasus pencemaran m�nyak 
d� laut. Pelu d�ketahu� bahwa secara 
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umum, pencemaran m�nyak d� laut 
berasal dar� beberapa sumber:19

1. Tumpahan m�nyak karena 
operas�onal kapal dan kecelakaan 
kapal

2. Pel�mpasan m�nyak dar� darat 
(down the drain)

3. Terbawa asap (up in smoke)
4. Eksploras� dan eksplo�tas� lepas 

panta�
5. P�pa transportas� m�nyak
6. Tank cleaning
7. Perembesan alam� (natural 

seeps)
Pencemaran l�ngkungan laut oleh 

m�nyak dapat men�mbulkan dampak 
negat�f terhadap sumber daya hayat� 
dan nonhayat�, sebaga� ber�kut:20

1. Dampak terhadap sumber daya 
nonhayat�
M�nyak dapat merusak sumber-

sumber kekayaan nonhayat�, sepert�:
 a. A�r permukaan dan a�r 

bawah tanah (pal�ng mudah 
tercemar oleh tumpahan 
m�nyak)

 b. Sed�men dan tanah 
(ser�ngkal� tercemar karena 
adanya kontak langsung 
maupun t�dak langsung)

 c. Udara (bahaya penguapan 
benzene, karena mempunya� 
efek kars�nogen�k)

 d. Benda purbakala (sepert� 
cagar alam dan harta karun 
d� dasar laut d�anggap 
dapat mengurang� n�la� 
estet�kanya)

19 Eny Bud� Sr� Haryan�, Makalah Pr�bad� 
Pengantar falsafah sa�ns, IPB, Bogor, 2005.

20  Ibid.

2. Dampak terhadap sumber daya 
hayat�
M�nyak dapat merusak sumber-

sumber kekayaan yang dapat terbaru�, 
ya�tu:
a. B�ota, semua b�ota dapat terkena 

dampak tumpahan m�nyak 
sepert� pada kelompok mamal�a 
laut, �kan, plankton dan/atau 
jasad ren�k, rept�l�a, mollusca, 
crustaceae dan �nvertebrata 
la�nnya serta burung yang h�dup 
d� sek�tar laut. 

b. Kerusakan juga dapat terjad� 
pada ekos�stem, ya�tu:

 1) Terumbu karang 
(dampaknya sangat 
memat�kan/lethal dan 
sub-lethal, m�salnya 
pengurangan kemampuan 
reproduks�, perkembangan 
larva dan kolon�sas�, laju 
pertumbuhan, kemampuan 
fotos�ntesa, struktur sel dan 
kemampuan makan).

 2) Mangrove (berdampak pada 
pertumbuhan mangrove 
yang dan organ�sme la�nnya 
yang berasos�as� pada 
mangrove).

 3) Padang Lamun, Rumput 
Laut, dan Vegetas� bawah 
a�r la�nnya (mempengaruh� 
vegetas� yang berfungs� 
sebaga� kawasan asuhan, 
mencar� makan dan 
berl�ndung berbaga� spes�es 
pent�ng)
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 4) Kawasan per�kanan, 
mempengaruh� berbaga� 
daerah penangkapan �kan 
sepert� daerah per�kanan 
sens�t�f (sens�t�f terhadap 
gangguan l�ngkungan), 
daerah penangkapan 
�kan (w�layah yang 
sudah d�tentukan sebaga� 
daerah penangkapan 
�kan) dan daerah jalur-
jalur penangkapan �kan 
dan w�layah pengelolaan 
per�kanan. 

3. Dampak terhadap sos�al ekonom� 
masyarakat
Tumpahan m�nyak mem�l�k� 

pengaruh yang besar terhadap 
per�kanan bud�daya, pemben�han 
(hatchery) bud�daya b�ota laut dan 
a�r payau, tambak garam, per�kanan 
tangkap dan par�w�sata.

Pencemaran ak�bat tumpahan 
m�nyak adalah masalah utama pada 
beberapa pera�ran panta�, membunuh 
atau berdampak pada �kan, organ�sme 
laut la�nnya, burung dan mamal�a.
Tumpahan m�nyak juga membunuh 
atau mengurang� keh�dupan organ�sme 
d� pas�r panta� maupun karang, dan juga 
dapat membunuh cac�ng-cac�ng dan 
serangga yang merupakan makanan 
bag� burung maupun satwa l�ar.Ket�ka 
tumpahan menyusup ke rawa-rawa 
pes�s�r, m�nyak dapat merusak atau 
membunuh �kan, udang, dan hewan 
la�nnya br�ds.

Tumpahan m�nyak juga dapat 
mengotor� panta� d�gunakan untuk 
berenang dan rekreas�.mesk�pun 

kadang-kadang kerusakan yang 
menghebohkan yang d�sebabkan oleh 
tumpahan m�nyak, mereka d�pandang 
sebaga� masalah yang relat�f kec�l 
untuk �kan dan l�ngkungan laut 
d�band�ngkan dengan pencemaran 
nutr�s� kron�s. tergantung pada jumlah 
dan jen�s tumpahan m�nyak, d� mana �a 
tumpah, dan kond�s� cuaca, pemul�han 
ekos�stem dapat cepat atau sangat 
lambat.21

3.2 Intrumen Hukum 
Internasional Mengenai 
Lingkungan dan Lingkungan 
Laut
Akomodas� terhadap kepent�ngan 

Indones�a dan juga dun�a �nternas�onal 
atas perlunya eks�stens� rez�m hukum 
laut telah d�lakukan melalu� usaha-
usaha  untuk memperoleh rez�m 
hukum laut yang menyeluruh, ya�tu 
sebaga�mana yang tercantum dalam 
beberapa konvens� mengena� hukum 
laut, antara la�n :
1. Konferens� Kod�f�kas� Den Haag 

1930 (The Hague Codification 
Conference in 1930) d� bawah 
naungan L�ga Bangsa-Bangsa.

2. Konferens� PBB tentang Hukum 
Laut I tahun 1958 (The First UN 
Conference on the Law of the 
Sea in 1958).

3. Konferens� PBB tentang Hukum 
Laut II tahun 1960 (The Second 
UN Conference on the Law of 
the Sea in 1960).

21 Marqu�ta K. H�ll, 2004, Understanding 
Environmental Pollution 2nd Edition, 
Cambr�dge Un�vers�ty Press, Un�ted K�ngdom, 
hlm. 206.
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4. Konferens� Hukum Laut 
III tahun1982 (The Third 
UN Conference on the 
Law of the Sea 1982) yang 
menghas�lkan United Nations 
Convention on the Law of the 
Sea (UNCLOS 1982).
UNCLOS 1982 merupakan 

upaya dun�a �nternas�onal atas 
pembentukan rez�m hukum laut 
menyeluruh yang d�setuju� d� 
Montego Bay, Jama�ca, pada tanggal 
10 Desember 1982 beranggotakan 
164 Negara.22 UNCLOS 1982 terd�r� 
dar� 17 bag�an dan 9 lamp�ran yang 
antara la�n mengatur tentang: batas-
batas dar� yur�sd�ks� nas�onal d� ruang 
udara d� atas laut, nav�gas�, r�set 
�lm�ah, pertambangan laut, eksplo�tas� 
sumber hayat� dan non hayat� d� laut, 
perl�ndungan dan pemel�haraan laut 
serta penyelesa�an persel�s�han atas 
eksplo�tas� dan eksploras� laut oleh 
negara-negara peserta.

Sesua� dengan UNCLOS 1982 
Pasal 194, Negara-negara harus 
mengamb�l segala t�ndakan yang 
perlu, ba�k secara �nd�v�dual maupun 
bersama-sama untuk mencegah, 
mengurang�, dan mengendal�kan 
pencemaran l�ngkungan laut yang 
d�sebabkan oleh set�ap sumber dengan 
menggunakan cara-cara prakt�s yang 
sesua� dengan kemampuan mas�ng-
22 United Nation Division for Ocean Affairs and 

The Law of The Sea Chronological lists of 
ratifications of, accessions and successions to 
the Convention and the related Agreements, 
http://www.un.org/Dept/los/reference_f�les/
chronolog�cal_l�st_of_rat�f�cat�ons.htm, 
D�akses pada 7 Oktober 2012.

mas�ng. Set�ap keg�atan yang berada 
d� bawah yur�sd�ks� Negara-negara 
tersebut harus d�lakukan dengan 
cara sedem�k�an rupa seh�ngga t�dak 
mengak�batkan kerusakan yang 
d�ak�batkan oleh pencemaran kepada 
Negara-negara la�n dan l�ngkungannya.
Apab�la terjad� pencemaran, t�ap 
Negara harus melakukan upaya agar 
pencemaran yang t�mbul dar� t�ndakan-
t�ndakan dan keg�atan tersebut t�dak 
menyebar melampau� daerah-daerah 
yang ada d� bawah pelaksanaan hak-
hak kedaulatan Negara terka�t.

T�ndakan-t�ndakan yang 
d�lakukan untuk mencegah, 
mengurang�, dan mengendal�kan 
pencemaran l�ngkungan laut harus 
mencakup t�ndakan-t�ndakan yang 
d�rencanakan untuk mengurang� sebesar 
mungk�n terjad�nya pencemaran. Dan 
UNCLOS 1982 menyebutkan empat 
pencemar l�ngkungan laut, sebaga� 
ber�kut:23

1. The release of toxic, harmful or 
noxious substances, especially 
those which are persistent, from 
land-based sources, from or 
through the atmosphere or by 
dumping.

2. Pollution from vessels, in 
particular measures for 
preventing accidents and 
dealing with emergencies, 
ensuring the safety of operations 
at sea, preventing intentional 
and unintentional discharges, 
and regulating the design, 

23 Pasal 194 (3) UNCLOS 1982.
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construction, equipment, 
operation, and manning of 
vessels.

3. Pollution from installations 
and devices used in exploration 
or exploitation of the natural 
resources of the seabed and 
subsoil, in particular measures 
for preventing accidents and 
dealing with emergencies, 
ensuring the safety of operations 
at sea, and regulating the 
design, construction, equipment, 
operation and manning of such 
installatios or devices.

4. Pollution from other installations 
and devices operating in 
the marine environment, 
in particular measures for 
preventing accidents and 
dealing with emergencies, 
ensuring the safety of operations 
at sea, and regulating the 
design, construction, equipment, 
operation and manning of such 
installations or devices.
Bab XII UNCLOS 1982, 

mewaj�bkan negara-negara peserta 
untuk melakukan upaya-upaya yang 
d�pandang perlu guna mencegah, 
mengurang� dan mengawas� 
pencemaran l�ngkungan laut dar� 
sumber-sumber manapun ba�k 
dar� daratan (pembuangan sampah 
rumah tangga dan deterjen berleb�h, 
penggunaan pest�s�da yang meleb�h� 
ambang batas yang d�perbolehkan, 
pencemaran a�r sunga�, dan la�n-la�n) 
ataupun laut. UNCLOS 1982 juga 

mengatur kewaj�ban negara peserta 
untuk memast�kan bahwa t�ndakan 
eksploras� dan eksplo�tas� kekayaan 
laut d� dalam jur�sd�ks� nas�onalnya 
t�dak mengak�batkan kerusakan 
dan pencemaran l�ngkungan laut 
w�layahnya send�r� dan juga l�ngkungan 
laut negara la�n.

Negara peserta UNCLOS 1982 
d�waj�bkan untuk bekerjasama secara 
b�lateral, reg�onal dan global ba�k 
secara langsung ataupun melalu� 
organ�sas� �nternas�onal dalam 
merumuskan aturan-aturan, standar-
standar dan rekomendas� praktek 
serta prosedur guna mel�ndung� dan 
memperh�tungkan keadaan reg�onal 
bersangkutan24. Apab�la suatu negara 
mengetahu� tentang ancaman atau 
pencemaran l�ngkungan yang sudah 
terjad� d� w�layah l�ntas batas, negara 
tersebut harus member�tahukan 
negara la�n yang mungk�n tercemar 
dan organ�sas� �nternas�onal yang 
terka�t atas per�st�wa ancaman atau 
pencemaran l�ngkungan laut l�ntas 
batas tersebut25.

UNCLOS 1982 juga 
menetapkan hak negara-negara 
peserta untuk mengelola sumber-
sumber kekayaan alam mereka sesua� 
dengan keb�jaksanaan l�ngkungan dar� 
mas�ng-mas�ng negara26. UNCLOS 
1982 juga mengatur hal-hal yang 
berka�tan dengan pertanggungjawaban 
terhadap kerusakan l�ngkungan laut, 
hak kekebalan bag� kapal perang 
24 Pasal197 UNCLOS 1982
25 Pasal 198 UNCLOS 1982
26 Pasal 193 UNCLOS 1982
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dan kapal-kapal pemer�ntah serta 
ka�tan dar� Bag�an XII UNCLOS 
1982 tentang Perl�ndungan dan 
Pemel�haraan L�ngkungan Laut dengan 
kewaj�ban-kewaj�ban yang tercantum 
pada konvens�-konvens� la�nnya guna 
perl�ndungan l�ngkungan laut.

D� b�dang l�ngkungan h�dup 
pada umumnya, pada tahun 1972, 
d�adakan suatu Deklaras� mengena� 
l�ngkungan yang d�selenggarakan 
d� Stockholm.Deklaras� tersebut 
menghas�lkan beberapa pr�ns�p dasar 
yang bertujuan untuk menjaga dan 
melestar�kan l�ngkungan. Dan ber�kut 
beberapa pr�ns�p yang berka�tan 
dengan penul�san �n�, ya�tu:27

1. Pr�ns�p 7:
 Negara seba�knya mengamb�l 

semua langkah yang 
memungk�nkan untuk mencegah 
pencemaran laut oleh zat-
zat yang bertanggung jawab 
membahayakan kesehatan 
manus�a  h�dup dan keh�dupan 
laut, fas�l�tas merusak atau 
yang bertentangan dengan 
pemanfaatan laut yang sah 
la�nnya.

2. Pr�ns�p 21:
 Negara-negara telah sesua� 

dengan P�agam Perser�katan 
Bangsa-Bangsa dan pr�ns�p-
pr�ns�p hukum �nternas�onal, hak 
berdaulat untuk mengeksplo�tas� 
sumber daya mereka send�r� 
sesua� dengan keb�jakan 
l�ngkungan mereka send�r�, 

27  Declaration of The United Nations Conference 
on the Human Environment, Stockholm 1972

dan tanggung jawab untuk 
memast�kan bahwa akt�v�tas 
dalam yur�sd�ks� atau kontrol 
mereka t�dak menyebabkan 
kerusakan untuk l�ngkungan 
Negara-negara la�nnya atau 
kawasan d� luar batas yur�sd�ks� 
nas�onal.

3. Pr�ns�p 22:
 Negara-negara akan bekerja 

sama untuk mengembangkan 
leb�h lanjut hukum �nternas�onal 
tentang tanggung jawab dan 
kompensas� untuk korban 
pencemaran dan kerusakan 
l�ngkungan la�nnya yang 
d�sebabkan oleh keg�atan dalam 
yur�sd�ks� atau pengawasan 
Negara-negara tersebut untuk 
kawasan d� luar yur�sd�ks� 
mereka.

4. Pr�ns�p 24:
 Masalah �nternas�onal mengena� 

perl�ndungan dan perba�kan 
l�ngkungan harus d�tangan� 
dalam semangat kerjasama 
oleh semua negara, besar dan 
kec�l, pada p�jakan yang sama. 
Kerjasama mult�lateral atau 
b�lateral melalu� pengaturan atau 
sarana la�n yang tepat sangat 
pent�ng untuk mengendal�kan, 
mencegah, mengurang� dan 
mengh�langkan secara efekt�f 
dampak merug�kan l�ngkungan 
ak�bat keg�atan yang d�lakukan 
d� semua b�dang, sedem�k�an 
rupa yang berdampak pada n�la� 
yang d�amb�l dar� kedaulatan 
dan kepent�ngan semua Ser�kat.
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Dar� banyaknya perjanj�an-
perjanj�an serta kesepakatan 
�nternas�onal utamanya d� b�dang 
l�ngkungan, Ph�ll�p Sands dalam 
bukunya merumuskan beberapa pr�ns�p 
umum yang ser�ng d�jad�kan dasar 
untuk menegakkan hukum l�ngkungan 
�nternas�onal, ya�tu d�antaranya :28

1. The obligation reflected in 
principle 21 of the Stockholm 
Declaration and Principle 2 of 
the Rio Declaration, namely, 
that states have sovereignty 
over their natural resources and 
the responsibility not to cause 
transboundary environmental 
damage. Sovereignty over 
natural resources and the 
responsibility notto cause 
damage to the environment 
of other states or toareas 
beyond national jurisdiction.
Bahwa set�ap negara mem�l�k� 
kedaulatan atas sumber daya alam 
d� dalam w�layah negaranya dan 
bertanggung jawab penuh untuk 
t�dak men�mbulkan kerusakan 
l�ngkungan bag� negara la�n atau 
yang mas�h berada d� dalam 
yur�sd�ks� nas�onalnya. 

2. The Principle of Preventive 
Action.

3. The Principle of Co-operation.
4. The Principle of Sustainable 

Development.
5. The Precautionary Principle.
6. The Polluter Pays Principle.
28 Ph�ll�pe Sands, 2003, Principle of International 

Environmental Law. Cambr�dge Un�vers�ty 
Press, Un�ted K�ngdom, hlm. 231- 285.

7. The Principle of Common but 
Differentiated Responsibility.
Berka�tan dengan permasalahan 

dalam penel�t�an �n� yang mel�batkan 
Indones�a dan austral�a, terdapat 
beberapa bentuk kerjasama, 
ba�k b�lateral, reg�onal, maupun 
�nternas�onal dalam hal perl�ndungan 
dan pemel�haraan l�ngkungan laut 
l�ntas batas, ya�tu:
1. Kerjasama B�lateral
 MoU between the Government 

of Australia and Indonesia on 
Oil Pollution Preparedness 
and Response 1996, yang 
mengandung but�r-but�r 
kerjasama antara la�n sebaga� 
ber�kut:

 1. Promos� kerjasama yang 
sal�ng menguntungkan d� 
dalam kes�apan d� dalam 
merespon polus� m�nyak d� 
laut;

 2. Kerjasama pertukaran 
�nformas� atas �ns�den 
pencemaran m�nyak d� 
laut;

 3. Inspeks� lapangan pada 
lokas� �ns�den m�nyak d� 
laut yang sedang terjad� 
untuk kerjasama yang 
sal�ng menguntungkan 
antar kedua belah p�hak;

 4. Pelat�han dan pend�d�kan 
bersama untuk capacity 
building yang leb�h ba�k;

 5. Promos� untuk melakukan 
r�set dan penel�t�an d� 
dalam menc�ptakan 
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ukuran (measures), tekn�k, 
standar dan peralatan yang 
d�perlukan;

 6. Kerjasama tanggap darurat 
sepert� mob�l�sas� person�l, 
log�st�k dan peralatan la�n 
yang d�butuhkan d� dalam 
s�tuas� darurat, dan la�n-
la�n.

2. Kerjasama Reg�onal
 Dalam l�ngkup ASEAN, salah 

satu kerjasama mengena� 
pencemaran m�nyak yang 
relevan dengan permasalahan 
yang d�tel�t� adalah MoU for 
ASEAN Oil Spill Response 
Action Plan (ASEAN-OSRAP) 
1992, yang mengandung but�r-
but�r kerjasama ber�kut:

 a. Men�ngkatkan kemampuan 
negara peserta untuk 
merespon �ns�den 
pencemaran m�nyak d� laut 
yang terjad� d� w�layah 
negara-negara ASEAN;

 b. Membentuk skema 
kerjasama untuk pember�an 
bantuan yang sal�ng 
menguntungkan d�antara 
negara anggota ASEAN;

 c. Membuat prosedur 
pengelolaan bencana d� 
dalam merespon �ns�den 
pencemaran m�nyak d� laut 
yang terjad� d� w�layah 
negara-negara ASEAN; 
dan

 d. Membuat skema bantuan 
eksternal dan �nternal 
yang d�perlukan d� 

dalam merespon �ns�den 
pencemaran m�nyak d� laut 
yang terjad� d� w�layah 
negara ASEAN, dan la�n-
la�n.

3. Kerjasama Global
 Salah satu kerjasama global 

mengena� penanganan 
pencemaran m�nyak yang cukup 
relevan dengan permasalahan 
dalam penel�t�an �n� adalah 
International Convention on 
Civil Liability for Oil Pollution 
Damage (CLC) dan the 
International Oil Pollution 
Compensation (IOPC) Funds 
1992, yang mengandung but�r-
but�r kerjasama antara la�n:

 a. CLC d�maksudkan untuk 
memast�kan bahwa 
tersed�a kompensas� yang 
cukup bag� p�hak-p�hak 
yang terkena dampak 
pencemaran laut ak�bat 
tumpahan m�nyak yang 
berasal dar� kecelakaan-
kecelakaan kapal.

 b. Dalam CLC,  kecual� 
terbukt� bahwa kesalahan 
mutlak berada pada suatu 
p�hak, terdapat batas 
pertanggung jawaban 
(limit of liability) atas 
jumlah kompensas� yang 
d�tanggung oleh p�hak-
p�hak yang terl�bat d� dalam 
suatu �ns�den pencemaran 
laut. Oleh karena �tu IOPC 
F u n d s  m e n y e d � a k a n 
dana tambahan apab�la 
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kerug�an yang d�t�mbulkan 
meleb�h� limit of 
liability yang d�atur d� 
dalam CLC tersebut, dan 
la�n-la�n.

3.3 Penyelesaian Sengketa 
Internasional Terkait 
Pencemaran Laut
Sudah menjad�  kewaj�ban PBB 

untuk mendorong agar sengketa- 
sengketa d�selesa�kan secara dama�. 
Dua tujuan tersebut adalah reaks� yang 
t�mbul ak�bat pecahnya Perang Dun�a 
II.PBB berupaya agar perang dun�a 
baru t�dak kembal� terjad� dan PBB 
harus bekerja keras agar sengketa yang 
terjad� antar Negara dapat d�selesa�kan 
sesegera mungk�n secara dama�.

Tujuan PBB sebaga�mana yang 
d�amatkan dalam Pasal 1 P�agam PBB, 
adalah untuk menc�ptakan perdama�an 
dan keamanan �nternas�onal.
 To maintain international peace 

and security, and to that end: to 
take effective collective measures 
for the prevention and removal of 
threats to the peace, and for the 
suppression of acts of aggresion 
or other breaches of the peace, 
and to bring about peaceful 
means, and in conformity tih 
the principles of justice and 
international law, adjustment 
or settlement or international 
disputes or situations which 
might lead to a breach of the 
peace.

Penyelesa�an sengketa yang 
seharusnya d�tempuh ket�ka terjad� 
sengketa �nternas�onal dem� terc�ptanya 
kedama�an dan keamanan �nternas�onal 
adalah penyelesa�an sengketa secara 
dama� yang terdapat d� dalam pasal 33 
P�agam yang mencantumkan beberapa 
cara dama� dalam menyelesa�kan 
sengketa, d�antaranya :
a. Negos�as�
b. Penyel�d�kan atau inquiry
c. Med�as�
d. Kons�l�as�
e. Arb�trase 
f. Jud�c�al Settlement atau 

pengad�lan
g. Organ�sas� Internas�onal

Dar� tujuh metode penyelesa�an 
sengketa yang tercantum dalam 
P�agam, kemud�an d�kelompokkan 
menjad� dua bag�an, ya�tu penyelesa�an 
sengketa secara D�plomat�k/pol�t�k dan 
penyelesa�an sengketa secara Hukum. 
Yang termasuk penyelesa�an sengketa 
secara d�plomat�k adalah, Negos�as�, 
Inquiry, Med�as�, Kons�l�as�.
Sedangkan yang termasuk dalam 
penyelesa�an sengketa secara hukum 
adalah, Arb�trase dan penyelesa�an 
sengketa melalu� pengad�lan. Sela�n �tu, 
d� dalam hukum �nternas�onal publ�k 
juga d�kenal penyelsesa�an sengketa 
menggunakan jasa ba�k atau good 
offices  yang dapat pula d�golongkan 
dalam penyelesa�an sengketa secara 
d�plomat�k.

Menurut Starke, Cara-cara 
penyelesa�an sengketa dama�, ya�tu 
apab�la para p�hak telah dapat 
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menyepakat� untuk menemukan suatu 
solus� yang bersahabat, antara la�n 
mel�put� :29

 a. Negos�as�
 Negos�as� merupakan metode 

penyelesa�an sengketa yang 
pal�ng tua. Proses penyelesa�an 
sengketa dengan metode �n� 
hanya mel�batkan para p�hak, 
para p�hak bertemu untuk 
menyelesa�kan sengketa yang 
t�mbul d�antara mereka. Namun, 
setelah abad ke-20, cara-cara la�n 
untuk menyelesa�kan sengketa 
telah d�buat dengan tujuan untuk 
mempermudah perund�ngan, 
seh�ngga munculah metode-
metode penyelesa�an sengketa 
dalam bentuk-bentuk la�n. 

 b. Jasa-jasa ba�k
 Prosedur �n� berasal dar� keb�asaan 

yang kemud�an d�kod�f�kas�kan 
oleh Konvens� Den Haag 29 
Jul� 1899. Jasa-jasa ba�k (good 
off�ces) berart� �ntervens� negara 
ket�ga yang merasa d�r�nya wajar 
untuk membantu penyelesa�an 
sengketa yang terjad� antara dua 
negara. dalam hal �n� negara 
ket�ga menawarkan jasa-jasa 
ba�knya. 

 Intervens� dalam bentuk jasa-jasa 
ba�k �n� adalah bentuk campur 
tangan yang sangat sederhana 
dar� negara ket�ga karena negara 
tersebut membatas� d�r�nya dan 
hanya menggunakan pengaruh 

29 J.G. Starke, 1988, Pengantar Hukum 
Internasional 2, Ed�s� Kesepuluh, S�nar 
Graf�ka, Jakarta, hlm. 646.

moral atau pol�t�knya agar 
negara-negara yang bersengketa 
mengadakan hubungan satu sama 
la�n atau mengadakan hubungan 
kembal� b�la hubungan tersebut 
telah d�putus. 

 Secara pr�ns�p, negara yang 
menawarkan jasa-jasa ba�knya 
t�dak �kut secara langsung dalam 
perund�ngan-perund�ngan, 
tetap� hanya meny�apkan dan 
mengamb�l langkah-langkah 
yang perlu agar negara yang 
bersengketa dapat bertemu satu 
sama la�n dan menyelesa�kan 
sengketa d�antara mereka. 

 Pr�ns�p �nt�kad ba�k dapat 
d�katakan sebaga� pr�ns�p 
fundamental dan pal�ng sentral 
dalam penyelesa�an sengketa 
antarnegara, pr�ns�p �n� 
mensyaratkan dan mewaj�bkan 
adanya �t�kad ba�k dar� para 
p�hak dalam menyelesa�kan 
sengketanya. Pr�ns�p goodfa�th 
�n� tercantum dalam Man�la 
Declaration al�nea 1 paragraf 1, 
yang berbuny�: 

 All state shall act in good faith 
and in conformity with the 
purpose and pinciplesenshrired 
in the charter of the United 
Nations with a view to avo�d�ng 
disputesamong themselves

 Pr�ns�p sela�n good fa�th 
tercantum dalam Man�la 
Declarat�on juga terdapat dalam 
Bal� Concord 1976 Pasal 13, 
yang menyatakan :
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 The high contracting parties shall 
have the determination and good 
faith to prevent disputes from 
arising.

 Dalam penyelesa�an sengketa 
pr�ns�p good fa�th tercerm�n 
dalam 2 (dua) tahap, 
yang pertama pr�ns�p �t�kad ba�k 
d��syaratkan untuk mencegah 
t�mbulnya sengeketa yangdapat 
mempengaruh� hubungan ba�k 
antarnegara, yang kedua, bahwa 
pr�ns�p goodfa�th �n� d��syaratkan 
harus ada ket�ka para p�hak 
menyelesa�kan sengketanya 
melalu� cara-cara penyelesa�an 
sengketa yang d�kenal dalam 
hukum �nternas�onal.

c. Med�as�
 Med�as� merupakan bentuk 

campur tangan p�hak ket�ga 
dalam menyelesa�kan sengketa 
d�antara para p�hak, yang leb�h 
nyata. Dalam med�as�, negara 
ket�ga t�dak hanya sekedar 
mengusahakan agar negara-
negara yang bersengketa sal�ng 
bertemu, tetap� juga mengusulkan 
dasar-dasar perund�ngan dan 
�kut serta secara akt�f dalam 
perund�ngan.

 Antara jasa ba�k dan med�as� 
hamp�r serupa, namun pada 
pr�ns�pnya sebuah jasa ba�k, 
p�hak ket�ga yang member�kan 
penawaran bantuan penyelesa�an 
sengketa t�dak lag� berasums� 
untuk melakukan negos�as�. 
Sedangkan pada med�as�, 

�ntervens� para p�hak mengamb�l 
bag�an dalam proses tersebut.30

d. Kons�l�as�
 Kons�l�as� adalah suatu cara 

penyelesa�an secara dama� 
sengketa �nternas�onal oleh 
suatu organ yang telah d�bentuk 
sebelumnya atau d�bentuk 
kemud�an atas kesepakatan 
p�hak-p�hak yang bersengketa 
setelah lah�rnya masalah yang 
d�persengketakan. Dalam hal �n� 
organ tersebut mengajukan usul-
usul penyelesa�an kepada p�hak-
p�hak yang bersengketa. Kom�s� 
kons�l�as� bukan saja bertugas 
mempelajar� fakta-fakta akan 
tetap� juga harus mempelajar� 
sengketa dar� semua seg� 
agar dapat merumuskan suatu 
penyelesa�an. 

e. Penyel�d�kan (Fact Finding/
Enquiry)

 Fact Finding dan Enquiry 
keduanya mempunya� def�n�s� 
yang sama dalam hal �n� ya�tu 
penyel�d�kan/mencar� fakta. 
Dalam konteks hubungan 
�nternas�onal dapat d�makna� 
sebaga� suatu proses untuk 
menemukan suatu fakta atau 
kebenaran yang d�lakukan oleh 
t�m penyel�d�k yang netral. 
Maksud dar� d�adakannya 
penyel�d�kan suatu kasus sengketa 
adalah untuk menyelesa�kan 

30  Ell�e Louka, 2006, International Environmental 
Law : Fairness, Effectiveness and World 
Order, Cambr�dge Un�vers�ty Press, New 
York, hlm. 56
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permasalahan atau konfl�k yang 
t�mbul karena adanya perbedaan-
perbedaan mengena� fakta.
Penyel�d�kan hanya d�tekankan 
pada fakta-fakta yang mendasar� 
suatu sengketa, bukan untuk 
permasalahan yang bers�fat 
hukum murn�.Dasar hukum dar� 
pencar�an fakta/penyel�d�kan 
(fact finding atau Enquiry) �n� 
adalah Hague Convention on The 
Pacific Settlement of Disputes 
1907, Pasal 9-36.Pasal-pasal 
dalam konvens� �n� mengatur 
cara-cara penyelesa�an sengketa 
dengan membentuk kom�s� 
pencar� fakta.
Suatu prosedur penyelesa�an 

sengketa secara dama� d�katakan 
berhas�l adalah apab�la para p�hak 
yang terl�bat sengketa secara bersama-
sama menyatakan mener�ma dan puas 
akan has�l rekomendas� atau keputusan 
prosedur penyelesa�an sengketa yang 
d�lakukan.31 Dan prosedur ber�kut 
merupakan prosedur penyelesa�an 
sengketa secara hukum yang dapat 
d�p�l�h para p�hak, ya�tu:
1. Penyelesa�an Sengketa Melalu� 

Arb�trase
a. Pengert�an Arb�trase 
 Arb�trase adalah �nt�tus� hukum 

alternat�ve bag� penyelesa�an 
sengketa d�luar perad�lan. 
Penyelesa�an sengketa alternat�f 
sudah lama d�kembangkan, 

31 Bernard S�pahutar, 2008, Penyelesaian 
Sengketa Internasional Dalam Kerangka 
UNCLOS, Majalah hukum Forum Akadem�ka, 
Fakultas Hukum Un�vers�tas Jamb�, hlm.35

ba�k d�barat maupun d�t�mur. 
Hal tersebut d�karenakan 
alasan-alasan prakt�s sepert� 
lamanya waktu yang d�tempuh 
b�la penyelesa�an sengketa 
d�pengad�lan, b�aya yang besar 
sampa� kepada alasan-alasan 
kebudayaan seh�ngga masyarakat 
leb�h menyuka� menyelesa�kan 
sengketa d�luar pengad�lan.32

 Kata arb�trase berasal dar� 
bahasa lat�n ya�tu Arb�trare. 
Arb�trase juga d�kenal dengan 
debutan atau �st�lah lannya 
yang mem�l�k� maksud yang 
sama sepert� m�salnya pews�tan, 
atau arb�trage (Belanda) 
arb�trat�on (Inggr�s), arb�trage 
atau sch�edspruch (jerman), 
Arb�trage (pranc�s), kesemunya 
mem�l�k� art� yang sama ya�tu 
kekuasaan untuk menyelesa�kan 
sesuatu menurut keb�jaksanaan. 
D�hubungkannya arb�trase 
menurut keb�jaksanaan �tu, dapat 
men�mbulkan salah pengert�an 
tentang arb�trase, karena dapat 
men�mbulkan kesan seolah-olah 
seorang arb�rter atau majel�s 
arb�rter dalam menyelesa�kan 
suatu sengketa t�dak 
meng�ndahkan norma-norma 
hukum lag� dan menyandarkan 
pemutusan sengketa tersebut 
hanya pada keb�jaksanaan. 
Kesan tersebut kel�ru, karena 
arb�rter atau majel�s tersebut 

32  M. Fa�sal Salam, 2007, Penyelesa�an Sengketa 
B�sn�s secara Nas�onal dan Internas�onal,, 
mandar maju, Bandung, hlm. 140. 
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juga menerapkan hukum sepert� 
apa yang d�lakukan oleh hak�m 
atau pengad�lan.33

 Adapun def�n�s� arb�trase 
menurut G�ll adalah arbiration 
is the reference of a dispute or 
difference between not less than 
two persons for determination 
after hearing  both sides in a 
judicial manner by another 
person or persons, other than a 
court of competent jurisdiction.34 
Arb�trase adalah penyerahan 
sengketa atau perbedaan d�antara 
t�dak kurang dar� dua orang untuk 
mendapatkan putusan setelah 
mendengar kedua belah p�hak 
dalam cara yud�s�al (pemer�ksaan 
/ Pemutusan) oleh orang atau 
orang-orang la�n, sela�n dar� 
pengad�lan yang mempunya� 
yur�sd�ks� hukum. Sedangkan 
Soebekt� member� pengert�an 
bahwa arb�trase adalah suatu 
persel�s�han (perkara) oleh 
seorang atau beberapa orang 
was�t (arb�ter) yang bersama-
sama d�tunjuk oleh para p�hak 
yang berperkara dengan t�dak 
d�selesa�kan lewat pengad�lan.35

 Def�n�s� la�nnya adalah 

33 R. Soebekt�, 1981, Arbitrse Dagang, B�na 
C�pta, Jakarta, hlm.1

34 En�d A. Marshall, 1988, Gill: The Law of 
Arbitration, Sweet & Maxwell, London, hlm. 
1.

35 Pr�yatna Abdurrasy�d, 2002, Pengusaha 
Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya 
Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesian 
Sengketa (Alternative Dispute Resolution 
ADR/ Arbitration), suatu Tinjauan, Jurnal 
Hukum B�sn�s (ed�s� Oktober – November 
2002), hlm. 7

d�kemukakan oleh Abdul 
kad�r, ken Hoyle, Geoffrey, 
Wh�tehead. Mereka member�kan 
batasan lembaga �n� ya�tu: 
menyerahkan sukarela suatu 
sengketa kepada seseorang yang 
berkual�tas untuk menyelesa�kan 
dengan suatu perjanj�an bahwa 
keputusan arb�trator akan 
f�nal dan meng�kat para p�hak 
yang berperkara.36Sedangkan 
def�n�s� dalam peraturan 
perundang-Undangan adalah 
bahwa Arb�trase adalah cara 
penyelesa�an suatu sengketa 
perdatad� luar perad�lan umum 
yang d�dasarkan pada perjanj�an 
arb�trase yang d�buat secara 
tertul�s oleh para p�hak yang 
bersengketa.37

 Berdasarkan pengert�an-
pengert�an d�atas, pada 
dasarnya dapat d�s�mpulkan 
bahwa unsur-unsur arb�trase 
adalah sebaga� ber�kut: 1). Cara 
penyelesa�an sengketa secara 
pr�vat atau d�luar pengad�lan; 
2).Atas dasar perjanj�an tertul�s 
dar� para p�hak; 3).Untuk 
mengant�s�pas� sengketa yang 
mungk�n terjad� atau yang 
sudah terjad�; 4).Mel�batkan 
p�hak ket�ga (arb�ter atau 
was�t) yang berwenang 
mengamb�l keputusan; dan 

36 Huala Adolf, Hukum Arbitrase Komersil 
Internasional, Raja Graf�ndo Persada, Yakarta, 
hlm 11. 

37 UU No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 
ayat (1) .
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5).S�fat putusannya f�nal dan 
meng�kat.38

b. Keleb�han, Kekurangan
 Arb�trase.
 Arb�trase merupakan 

pemer�ksaan atau penyelesa�an 
sengkata secara pr�vat. Para 
p�hak, ba�k yang mengant�s�pas� 
sengketa yang mungk�n 
terjad� maupun yangs edang 
mengalam� sengketa yang t�dak 
mampu d�selesa�kan melalu� 
musyawarah, sepakat untuk 
menyerahkan sengketanya 
kepada pengamb�l keputusan 
pr�vat dengan cara-cara yang 
mereka tentukan bersama. 
Dengan cara �n� para p�hak 
mengh�ndar� penyelesa�an 
sengketa melalu� badan perad�lan 
umum.39

 Terdapat berbaga� macam alasan 
para p�hak mem�l�h penyelesa�an 
melalu� arb�trase. Alasan tersebut 
adalah:

c. Kebebasan, kepercayaan, 
dan keamanan: member�kan 
kebebasan kepada para p�hak 
serta kenyamanan terhadap 
keadaan yang t�dak menentu. 

d. Keahl�an: para p�hak bebas 
mem�l�h orang yang ahl� d�b�dang 
yang mereka sengketakan. 

e. Cepat dan hemat b�aya: t�dak 
perlu menunngu lama untuk 
mendapatkan has�l, b�aya 
r�ngan. 

38 Bambang Sut�yoso, Hukum Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian sengketa, Gama 
Med�a, Yogyakarta, 2008. hlm. 111. 

39 Rachmat usman, 2002, Hukum Arbitrase 
nasional, Gras�ndo, Jakarta, hlm. 18-19

f. Bers�fat rahas�a: dalam 
l�ngkungan yang bers�fat rahas�a 
dan pr�vat

g. Bers�fat nonpresedent: t�dak 
mem�l�k� s�fat presedent. 

h. Kepekaan arb�ter: leb�h 
mement�ngkan kepent�ngan 
pr�vat d�band�ngkan kepent�ngan 
umum. 

�. Pelaksanaan putusan: 
leb�h mudah d�laksanakan 
d�band�ngkand engan keputusan 
pengad�lan.  

j. Kecenderungan yang moderen.  
Hukum �nternas�onal telah 

mengenal arb�trase sebaga� alternat�f 
penyelesa�an sengketa, dan cara �n� 
d�anggap sebaga� cara yang efekt�f 
dan ad�l dalam penyelesa�an sengketa. 
Karena arb�trase berbeda dengan 
perad�lan b�asa d�mana para p�hak 
dapat mem�l�h aturannya, menunjuk 
arb�ter, menentukan prosedur yang 
akan d�gunakan dan meng�nd�kas�kan 
aturan hukum yang sesua� sampa� 
dengan batas waktu tertentu.40 Para 
p�hak yang �ng�n bersengketa dengan 
menggunakan metode arb�trase 
dapat menggunakan badan arb�trase 
yang telah terlembaga. Pada saat �n� 
terdapat sebuah lembaga arb�trase 
�nternas�onal yang terlembaga, ya�tu 
Permanent Court of Arbitration 
(PCA). Dalam menjalankan tugasnya 
sebaga� jalur penyelesa�an sengketa, 
PCA menggunakan UNCITRAL 
Arbitration Rules 1976. 

40  Ell�e Louka, Op.cit, hlm. 57.
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2. Penyelesa�an Yud�s�al
Organ umum yang tersed�a 

untuk masyarakat �nternas�onal dalam 
penyelesa�an sengketa secara yud�s�al 
adalah International Court of Justice 
(ICJ) d� Den Haag. Organ umum �n� 
d�bentuk berdasarkan bab IV (pasal 92 
– 96) P�agam PBB yang d�rumuskan 
d� San Frans�sco pada tahun 1945.

ICJ/Mahkamah Internas�onal 
terd�r� dar� 15 hak�m.Hak�m-hak�m 
�n� merupakan sebuah panel para 
calon anggota mahkamah yang 
d�nom�nas�kan oleh kelompok 
National Panel Permanent Court 
of Arbitration.Daftar dar� calon �n�, 
Majel�s Umum dan Dewan Keamanan, 
yang secara �ndependen melakukan 
pemungutan suara, mem�l�h anggota-
anggota mahkamah.Untuk pem�l�han 
tersebut d�syaratkan suara terbanyak 
mutlak ba�k dalam Majel�s Umum 
maupun Dewan Keamanan.Prosedur 
untuk pem�l�han yang bersamaan 
waktunya oleh majel�s umum dan 
Dewan Keamanan berlaku juga pada 
kasus peng�s�an lowongan-lowongan 
t�dak tetap, m�salkan pem�l�han yang 
d�karenakan men�nggalnya atau 
pens�unnya seorang hak�m.

Mahkamah Internas�onal 
secara umum mem�l�k� 2 macam 
kewenangan:
1. Kewenangan untuk memutus 

perkara-perkara pert�ka�an 
(Contentious Case), yang 
pada pr�ns�pnya, dalam kasus-
kasus pert�ka�an pelaksanaan 
yur�sd�ks�, Mahkamah 

mensyaratkan adanya persetujuan 
para p�hak. Menurut pasal 36 ayat 
1 Statuta, Mahkamah mem�l�k� 
yur�sd�ks� terhadap semua 
perkara yang d�ajukan para 
p�hak yang bert�ka�. Pengajuan 
tersebut b�asanya d�lakukan 
dengan member�tahukan 
suatu perjanj�an b�lateral yang 
d�namakan Compromis.

2. Kewenangan untuk member�kan 
saran (Advisory Opinion).
Advisory Opinion adalah hak 
Majel�s Umum dan Dewan 
Keamanan PBB atas Mahkamah 
Internas�onal.

 a. The General Assembly or 
the Security Council may 
request the International 
Court of Justice to give an 
advisory opinion on any 
legal question.

 b. Other organs of the United 
Nations and specialized 
agencies, which may at 
any time be so authorized 
by the General Assembly, 
may also request advisory 
opinions of the Court on 
legal questions arising 
within the scope of their 
activities.41

Sela�n dua p�hak �n�, organ-
organ la�n dar� PBB, dengan �z�n 
Majel�s Umum, juga berhak mem�nta 
mahkamah untuk member�kan 
op�n�-op�n� berupa nas�hat tentang 
persoalan hukum yang t�mbul dalam 
l�ngkup akt�v�tas mereka. Dan op�n�-

41  Pasal 96, P�agam PBB
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op�n� tersebut dapat d�upayakan 
atas persoalan hukum, ba�k konkret 
maupun abstrak.

Sebaga� organ umum dalam hal 
penyelesa�an sengketa, Mahkamah 
Internas�onal mem�l�k� lembaga-
lembaga perad�lan yang leb�h 
mengkhusus, utamanya berka�tan 
dengan kasus pencemaran laut.Ket�ka 
t�mbul permasalahan mengena� 
sengketa laut, International Tribunal 
for The Law of the Sea (ITLOS) 
merupakan lembaga perad�lan yang 
berwenang menyelesa�kannya.

Metode penyelesa�an sengketa 
laut yang telah ada sejauh �n� d�anggap 
dapat d�gunakan padasemua jen�s 
persel�s�han dan tersed�a untuk semua 
negara. Metode umum bersama �n� 
dapat d�temukan prosedur khusus 
yang d�buat oleh kelompok-kelompok 
tertentu dar� negara untuk penyelesa�an 
sengketa d�daerah tertentu.42

Dalam hal t�dak tercapa�nya 
suatu kesepakatan dalam penyelesa�an 
sengketa secara dama�, maka para 
p�hak dapat menggunakan prosedur 
waj�b yang menghas�lkan keputusan 
yang meng�kat. Bab XV khususnya 
Pasal 287 UNCLOS 1982 menyed�akan 
empat forum yang dapat d�p�l�h untuk 
penyelesa�an sengketa ya�tu:43

1. Mahkamah Internas�onal Hukum 
Laut (International Tribunal for 
The Law of The Sea-ITLOS).

2. Mahkamah Internas�onal 
(International Court of Justice)

42 J. G. Merr�lls, 2005, “International Dispute 
Settlement”, 4th Ed�t�on, Cambr�dge Un�vers�ty 
Press, hlm. 198

43  Bernard S�pahutar, Loc. Cit.

3. Mahkamah Arb�trase (Arbitral 
Tribunal)

4. Mahkamah Arb�trase Khusus 
(Special Arbitral Tribunal)
Penyelesa�an sengketa 

mengena� pencemaran l�ngkungan 
laut d� dalam UNCLOS 1982 d� 
bahas pada Bab XV, yang ber�s�kan 
kewaj�ban serta prosedur penyelesa�an 
sengketa.Penyelesa�an sengketa 
�nternas�onal dalam hal penyelesa�an 
l�ngkungan laut berka�tan erat dengan 
pertanggungjawaban negara. Sejauh 
�n�,  ternyata belum ada �nstrumen 
hukum �nternas�onal yang mengatur 
pertanggungjawaban negara pada 
umumnya yang d�terapkan terhadap 
persoalan kerusakan l�ngkungan. Untuk 
�tu, International Law Commission 
(ILC) telah mencoba membuat 
rancangan ketentuan-ketentuan tentang 
pertanggungjawaban Negara, ya�tu 
sebaga�mana tertuang dalam ILC draft 
articles on state responsibility.44Sesua� 
dengan asas sic utere tuo ut alienum 
non laedas45atau the principle of good 
neighbourlines, atas sengketa �n�, 
d�upayakan penyelesa�an sengketa 
melalu� jalur d�plomat�k.

44  1999.“Pertanggungjawaban Negara Terhadap 
Pencemaran Lingkungan Internasional”, 
M�mbar Hukum Un�vers�tas Gadjah Mada 
No.33/X/1999, hlm. 176.

45 Sic utero tuo ut alienum non laedas :suatu 
pr�ns�p hukum yang mengatur tentang 
kewaj�ban pengguna hak m�l�k yang t�dak 
merug�kan p�hak la�n. L�hat : S�ahaan N.H.T., 
2004. Hukum lingkungan dan Ekologi 
Pembangunan, Erlangga, Jakarta, hlm. 355
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3.4 Contoh Kasus Penyelesaian 
Sengketa Lingkungan 
Internasional
Dalam l�ngkup �nternas�onal, 

terdapat beberapa kasus mengena� 
pencemaran, antara la�n:
1. Arbitrase Trail Smelter46

Pada tahun 1906, Consolidated 
Mining and Smelting Company of  
Canada, Limited, sebuah perusahaan 
tambang mend�r�kan Smelter Plant 
d� Kanada dan perusahaan tersebut 
mem�l�k� d� Tra�l ket�ka perusahaan 
tersebut d�d�r�kan. Sejak saat �tu, 
perusahaan Kanada, tanpa gangguan, 
telah mengoperas�kan Smelter dar� 
waktu ke waktu sampa� Smelter 
tersebut menjad� SmeltingPlant 
terbesar d� benua �tu.

Pada tahun 1925 dan 1927, 
dua tumpukan b�j�h set�ngg� 409 kak� 
d�proses. Penambahan produk �n� 
menghas�lkan asap sulfur d�oks�da 
d�buang ke udara, dan mencapa� 
Amer�ka Ser�kat. Pada tahun 1916, 
sek�tar 5000 ton sulfur per bulan 
d�keluarkan; pada tahun 1924, sek�tar 
4700 ton dan pada tahun 1926, 
sek�tar 10000 ton, atau dengan kata 
la�n, sebanyak 300-350 ton sulfur 
d�keluarkan set�ap har�nya pada tahun 
1930. Sejak tahun 1925 dan set�dak-
t�daknya, sampa� akh�r tahun 1931 
kerusakan terjad� d� negara bag�an 
46 Smelter adalah sebuah alat yang d�gunakan 

untuk mem�sahkan b�j�h bes� dar� bebatuan 
dengan cara memurn�kannya (permurn�an 
dengan cara memanaskan pada suhu yang 
sangat t�ngg�); atau pabr�k yang menggunakan 
alat tersebut. L�hat: Cambridge Dictionary, 
www.cambr�dge.d�ct�onary.org, D�akses pada 
tanggal 09 Agustus 2012.

Wash�ngton sebaga� ak�bat dar� sulfur 
d�oks�da yang d�keluarkan oleh Trail 
Smelter.47

Dua tahun kemud�an, pemer�ntah 
Amer�ka Ser�kat menyampa�kan 
keluhan kepada pemer�ntah Kanada 
yang �nt�nya mengemukakan bahwa 
kond�s�-kond�s� yang ada mas�h jauh 
dar� memuaskan dan kerusakan terus 
berlangsung, seh�ngga perlu d�adakan 
pembaharuan pemb�caraan d�plomat�k. 
Kedua negara sepakat untuk membawa 
persoalan �n� ke badan arb�trase, 
berdasarkan konvens� yang berlaku 
d� kedua negara yang d�tandatangan� 
tanggal 15 Apr�l 1935.

Mula� tahun 1920, produks� em�s� 
perusahaan tersebut terus men�ngkat.
Em�s� tersebut mengandung sulfur 
d�oks�da, menyebarkan bau logam dan 
seng yang sangat menyengat. Pada 
tahun 1930 jumlah em�s� tersebut 
mencapa� leb�h dar� 300 ton sulfur 
set�ap har�. Em�s� tersebut, karena 
terbawa ang�n, bergerak ke arah 
w�layah AS melalu� lembah sunga� 
Columb�a dan men�mbulkan berbaga� 
ak�bat merug�kan terhadap tanah, a�r 
dan udara, kesehatan serta berbaga� 
kepent�ngan penduduk Wash�ngton 
la�nnya. 

AS kemud�an melakukan kla�m 
terhadap Kanada dan mem�nta Kanada 
bertanggungjawab terhadap kerug�an 
yang d�der�ta AS.Setelah melakukan 
negos�as�, kedua negara sepakat untuk 

47 Set�awan Y Sabungan, 2009 
Pertanggungjawaban Negara dalam 
Perspektif Hukum Internasional, Fakultas 
Hukum Un�vers�tas Indones�a, hlm. 23.
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menyelesa�kan kasus �tu melalu� 
International Joint Commision, suatu 
badan adm�ns�trat�f yang d�bentuk 
berdasarkan Boundary Waters Treaty 
1907.Badan tersebut t�dak mempunya� 
yur�sd�ks� terhadap masalah-masalah 
pencemaran udara dan sesungguhnya 
hanya mempunya� yur�sd�ks� terhadap 
sengketa-sengketa yang berka�tan 
dengan masalah perbatasan pera�ran.

Sengketa terjad� ak�bat 
tercemarnya w�layah ter�tor�al AS atas 
akt�v�tas �ndustr� smelter d� Kanada.
Kerusakan berasal dar� sulphur 
dioxide48yang merupakan l�mbah 
dar� smelter tersebut.AS membawa 
permasalahan tersebut ke ICJ untuk 
d��nvest�gas� yang kemud�an has�lnya 
d� presentas�kan pada tahun 1931.Dan 
member�kan penjelasan bahwa sampa� 
dengan 1 Januar� 1932, kerusakan 
yang d�t�mbulkan oleh pemer�ntah 
AS d�m�ntakan kompensas� sampa� 
dengan US $ 350,000.49 Dua tahun 
setelah report �n�, AS meng�nd�kas�kan 
kepada Kanada bahwa kerusakan 
mas�h terjad� dan pada akh�rnya terjad� 
pembaharuan negos�as� yang berujung 
pada penandatanganan sebuah 
konvens�.

48 Sulphur dioxide/Sulfur d�oks�da adalah 
senyawa k�m�a dengan rumus SO2. In� adalah 
gas beracun dengan bau, tajam menjengkelkan, 
yang d�keluarkan  oleh gunung berap� dan 
dalam berbaga� proses �ndustr�. L�hat :http://
en.w�k�ped�a.org/w�k�/Sulfur_d�ox�de,D�akses 
pada tanggal 18 Agustus 2012.

49  Charles Ok�d�, 1998, Compendium of Judicial 
Decisions on Matters Related to Environment, 
UNEP/Dutch Jo�nt Project on Env�ronmental 
Law and Inst�tut�ons �n Afr�ca, Na�rob�, hlm. 
x

Setelah mempert�mbangkan 
keadaan yang berhubungan dengan 
kasus �n�, Badan Arb�trase memutuskan 
bahwa negara Kanada bertanggung 
jawab menurut hukum �nternas�onal 
terhadap t�ndakannya d� pabr�k 
peleburan Tra�l. Pada 16 Apr�l 1938, 
mahkamah memutuskan bahwa telah 
t�mbul kerusakan d� w�layah ter�tor�al 
AS yang d�sebabkan oleh smelter d� 
Tra�l. Kerusakan tersebut terjad� sejak 
1 januar� 1932 sampa� dengan 1 oktober 
1937, dan atas �tu harus d�bayarkan 
kerug�an sebesar US $ 78,00050sebaga�  
gant� rug� f�nal dan kompensas� atas 
semua kerusakan yang t�mbul dalam 
jangka waktu tersebut. Mahkamah 
menunda keputusan f�nal, dan j�ka 
terdapat tambahan b�aya kerusakan 
yang harus d�bayarkan maka akan 
d�tetapkan rez�m yang leb�h layak. 

Pada 11 Maret 194151, mahkamah 
member�kan keputusan f�nal. 
Mahkamah harus menentukan apakah 
Tra�l Smelter  mem�l�k� kewaj�ban untuk 
menghent�kan penyebab kerusakan 
d� AS d� masa yang akan datang. In� 
menunjukkan bahwa belum ada kasus 
pencemaran ba�k udara maupun a�r 
yang telah d�tangan� oleh Mahkamah 
Internas�onal pada masa �tu yang terka�t 
dengan kasus �n� (pencegahan jangka 
panjang).Dalam hal �n� keputusan dar� 
pengad�lan t�ngg� AS dapat d�jad�kan 
acuan dalam hukum �nternas�onal 
sejauh mereka mem�l�k� kontrovers� 
50 Un�ted Nat�ons, 2006, Reports of International 

Arbitral Awards, Trail Smelter Case (United 
States and Canada), 16 Apr�l 1938 and 11 
March 1941, Volume III pp.1905-1982.

51 Ib�d
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dengan penanganan kasus antara 
negara-negara federal AS. Mahkamah 
dalam pengamb�lan keputusan tetap 
mempert�mbangkan unsur-unsur yang 
mengandung pr�ns�p-pr�ns�p hukum 
�nternas�onal, yang juga merupakan 
pr�ns�p yang d�junjung oleh hukum 
AS ya�tu: “no state has right to use or 
permit the use of its territory in such 
a manner as to cause injury by fumes 
in or to the territory of another or the 
properties of the person therein”.52

2. Arb�trase Lake Lanoux
Lake (danau)Lanoux terletak d� 

w�layah Peranc�s d� s�s� pegunugan 
Pyrenees53.Danau �n� mengal�r ke 
beberapa anak sunga� yang mengal�r ke 
(hanya) w�layah Peranc�s.Namun pada 
kenyataannya a�rnya juga mengal�r ke 
hulu sunga� Carol, yang letaknya k�ra-
k�ra 25km dar� Danau Lanoux.

Pada 26 Me� 1866, Peranc�s dan 
Spanyol menandatang� persetujuan 
mengena� hak-hak dan kewaj�ban 
kedua negara dalam hal memanfaatkan 
potens� dar� a�r yang bersumber d� 
Danau  Lanoux. Kesepakatan �n� 
d�lakukan d� Bayonne-Peranc�s dan 
d�kenal dengan sebutan Treaty of 
Bayonne.54

Kasus Danau Lanoux bermula 
dar� rencana Peranc�s memanfaatkan 
potens� Danau Lanoux untuk keperluan 
pend�r�an hydroelectric.Sengketa 

52 W�ll�am R. Slomanson, 2011, Fundamental 
Perspectives on International Law, 
Wardsworth Cengage Learn�ng, Un�ted States, 
hlm. 659.

53 Etang du Lanoux, http://en.w�k�ped�a.org/w�k�/
%89tang_du_Lanoux, D�akses pada tanggal 
16 Agustus 2012.

54 Treaty of Bayonne, 1866, Peranc�s.

d�mula� dar� d�d�r�kannya perusahaan 
pembangk�t l�str�k tenaga a�r Peranc�s 
yang menggunakan a�r dar� danau 
tersebut.Penggunaan a�r tersebut 
menyebabkan berkurangnya jumlah 
deb�t a�r yg seharusnya juga mengal�r 
ke Sunga� Carol.

Spanyol berkeberatan terhadap 
rencana �tu, karena khawat�r sunga�-
sunga� Spanyol yang besumber pada 
danau �tu mengalam� pencemaran 
ak�bat l�mbah k�m�a dan perubahan 
suhu yang d�has�lkan oleh teknolog� 
yang d�gunakan, yang membahayakan 
kekayaan hayat� sunga� tersebut.
Atas pert�mbangan tersebut Spanyol 
mengajukan keberatan terhadap 
rencana Peranc�s.Dengan dem�k�an 
terjad�lah sengketa kepent�ngan antara 
kedua negara bersangkutan.Arb�trase 
yang d�bentuk untuk menyelesa�kan 
sengketa �tu menggunakan asas good 
faith untuk menyelesa�kan kasus 
tersebut.

Perjanj�an Bayonne member�kan 
t�t�k terang dar� konfl�k yang terjad�. 
Pengad�lan menemukan bahwa konfl�k 
terjad� atas kepent�ngan �ndustr�al 
kedua negara yang dapat d�dama�kan  
melalu� konses� t�mbal bal�k antara 
Peranc�s dan Spanyol.55 Dalam 
kasus �n�, pengad�lan berpendapat 
berdasarkan Pasal 11 Perjanj�an:

When in one of the two States it 
is proposed to construct works or to 
grant new concessions which might 
change the course or the volume of 
55 J. G. Lammers, 2001, International 

Organzations and The Law of The Sea 
Documentary Yearbook, Mart�nus N�jhoff 
Publ�shers, Netherlands, hlm. 635.
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a watercourse of which the lower or 
opposite part is being used by the 
riparian owners of the other country, 
prior notice will be given to the 
highest administrative authority of 
the Department or of the Province 
to which such riparian owners are 
subject by the corresponding authority 
in the jurisdiction where such schemes 
are proposed, so that, if they might 
threaten the rights of the riparian 
owners of the adjoining Sovereignty, a 
claim may be lodged in due time with 
the competent authorities, and thus the 
interests that may be involved on both 
sides will be safeguarded. If the work 
and concessions are to take place in 
a Commune contiguous to the border, 
the engineers of the other Country will 
have the option, upon proper notice 
given to them reasonably in advance, 
of agreeing to inspect the site with 
those in charge of it.

Bahwa Peranc�s t�dak 
melakukan pelanggaran atas perjanj�an 
ataupun terhadap aturan tambahan 
perjanj�an.Peranc�s telah melakukan 
pember�tahuan kepada p�hak 
Spanyol mengena� rencana pend�r�an 
pembangk�t l�str�k tersebut.

Bahwa Negara hulu mempunya� 
kewaj�ban untuk mempert�mbangan 
seluruh kepent�ngan yang terka�t 
dengan set�ap keg�atan yang �a lakukan 
d�dalam w�layahnya. Pert�mbangan �tu 
d�maksudkan untuk untuk menjam�n 
tercapa�nya tujuan-tujuan keg�atan 
tersebut secara ba�k.Dalam perspekt�f 
pr�ns�p good faith, set�ap negara 

hendaknya hanya melakukan keg�atan-
keg�atan yang bermanfaat dan juga 
ba�k bag� d�r�nya. Apa yang bermanfaat 
dan ba�k bag� d�r�nya, hendaknya juga 
d�rasakan sama oleh negara la�n, dan 
apa yang d�rasakan merug�kan oleh 
negara la�n hendaknya juga d�rasakan 
merug�kan oleh negara pelaku 
keg�atan. Dengan dem�k�an suatu 
negara hendaknya t�dak mengerjakan 
keg�atan yang hanya menguntungkan 
d�r�nya dan merug�kan negara 
la�n, atau set�ap negara hendaknya 
mengerjakan keg�atan-keg�atan 
yang t�dak merug�kan semua p�hak. 
Pr�ns�p d�atas mengandung 2 (dua) 
makna, yang pertama, negara hulu 
waj�b mepert�mbangkan kepent�ngan 
negara h�l�r, yang kedua, negara 
hulu dalam menetapkan rencana-
rencananya, atau bert�ndak d�dalam 
w�layahnya t�daklah perlu menunggu 
persetujuan-persetujuan negara h�l�r, 
namun dem�k�an adalah waj�b bag� 
negara hulu untuk mempert�mbangkan 
kepent�ngan negara h�l�r, agar t�ndakan 
yang d�lakukan t�dak men�mbulkan 
kerug�an terhadap negara h�l�r.

Pengad�lan memandang bahwa 
proyek Peranc�s memenuh� kewaj�ban 
Pasal 11 UU Tambahan, dan bahwa 
Pranc�s dalam melaksanakan, tanpa 
kesepakatan awal antara kedua 
negara, bekerja untuk penggunaan a�r 
Danau Lanoux t�dak melakukan suatu 
pelanggaran ketentuan Perjanj�an 
Bayonne dar� 26 Me� 1866 atau UU 
Tambahan.
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Pengad�lan membahas hukum 
yang berlaku karena P�hak (Peranc�s 
dan Spanyol) t�dak setuju pada �su 
�nternas�onal hak dan kewaj�ban Negara 
berbag� sumber daya alam yang umum 
sepert� a�r.Konsultas� dan negos�as� 
dengan �t�kad ba�k d�perlukan t�dak 
hanya sebaga� formal�tas belaka, tetap� 
sebaga� upaya untuk meny�mpulkan 
kesepakatan untuk pencegahan 
konfl�k.56

3. British Petroleum Oil Spill
Kebocoran sumur m�nyak lepas 

panta� yang pecah ak�bat ledakan d� 
salah satu anjungan d� Teluk Meks�ko. 
Dalam per�st�wa �tu, 11 orang 
pekerja k�lang lepas panta� BP tewas.
Kebocoran �n� d�perk�rakan mencapa� 
60.000 barel m�nyak set�ap har�. 
W�layah pera�ran d� sepanjang panta� 
bag�an selatan Amer�ka Ser�kat �n� akan 
terus tercemar selama bertahun-tahun 
sebaga� bencana ekolog�s terbesar.
Banyak warga negara Amer�ka 
Ser�kat keh�langan penghas�lannya 
yang bermata pencahar�an d� b�dang 
per�kanan dan par�w�sata. Per�st�wa �n� 
terjad� pada Apr�l 2010, dengan p�hak 
yang bertanggung jawab adalah Br�t�sh 
Petroleum Company (BP), perusahaan 
raksasa m�nyak Inggr�s.Kasus tersebut 
selesa� dengan pember�an gant� 
rug� oleh BP 3,95 m�l�ar dollar AS 
(semuanya d�b�aya� Br�t�sh Petroleum 
send�r� tanpa membeban� APBN 
Amer�ka ser�kat) dan d�selesa�kan 
dalam kurun waktu yang cukup s�ngkat, 
15 Jul� 2010.Dengan cara pemasangan 

56  Charles Ok�d�, Op. cit. hlm. x�

tutup-tutup baru yang leb�h besar 
yang d�pasang kru BP d� atas tempat 
kebocoran. Pres�den Amer�ka Ser�kat, 
Barack Obama, bahkan mengerahkan 
seluruh tenaga yang ada sepert� kapal-
kapal angkatan laut (US NAVY) untuk 
bekerjasama dengan t�m �ns�nyur 
Br�t�sh Petroleum. 

Untuk Indones�a send�r�, Kasus 
M�nyak Montara bukanlah yang 
pertama, beberapa kasus pencemaran 
m�nyak d� w�layah laut Indones�a, 
antara la�n :57

a. Tanker Showa Maru, karam 
d� Selat Malaka tahun 1975, 
menumpahkan 1 juta ton m�nyak 
mentah.

b. Choya Maru, karam d� Buleleng, 
Bal� (1975), menumpahkan 300 
ton bens�n.

c. Golden W�n, bocor d� 
Lhokseumawe, NAD (1979), 
menumpahkan 1.500 k�lol�ter 
m�nyak tanah.

d. Nagasak� Sp�r�t, karam d� Selat 
Malaka (1992), menumpahkan 
m�nyak mentah.

e. Maersk Nav�gator, karam d� Selat 
Malaka (1993), menumpahkan 
m�nyak mentah.

f. Bandar Ayu, karam d� Pelabuhan 
C�lacap (1994), menumpahkan 
m�nyak mentah.

g. M�ss�on V�k�ng, karam d� Selat 
Makassar (1997), menumpahkan 
m�nyak mentah.

57 Tumpahan M�nyak Perbatasan Harus 
Segera D�atas�, http://k�ara.or.�d/content/
v�ew/1026/133/lang.�d/, D�akses pada tanggal 
12 Oktober 2011.
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h. MT Natuna Sea, karam d� Pulau 
Sambu (2000), menumpahkan 
4.000 ton m�nyak mentah.

�. MT Khar�sma Selatan, terbal�k 
d� Dermaga M�rah, Pelabuhan 
Tanjung Perak, Surabaya (2007), 
menumpahkan 500 k�lol�ter 
MFO (mar�ne fuel o�l)
Penyebab kasus pencemaran 

laut tersebut secara umum adalah 
transportas� m�nyak, pengeboran 
m�nyak lepas panta�, peng�langan 
m�nyak dan pemaka�an bahan bakar 
produk m�nyak bum�. Bahkan 
kasus pencemaran l�ngkungan laut 
oleh m�nyak yang baru saja terjad�  
adalahKecelakaan kapal tanker MV 
Bunga Kelana III ya�tu kapal yang 
berbendera Malays�a dengan kapal 
berbendera S�ngapura. Ak�batnya 
sebag�an muatan m�nyak atau sek�tar 
2.500 ton yang berada dalam tangk� 
kapal tanker MT Bunga Kelana III 
tersebut tumpah ke laut. Ak�bat �ns�den 
�n� hamp�r seluruh pera�ran Selat 
S�ngapura ya�tu kurang leb�h seluas 
2 k�lometer perseg� d� sek�tar tempat 
kejad�an tertutup oleh tumpahan 
m�nyak.

Berdasarkan gambaran kasus-
kasus pencemaran l�ngkungan laut 
ba�k d� dun�a Internas�onal maupun 
ASEAN, pent�ng bag� Indones�a untuk 
dapat melakukan t�ndakan-t�ndakan d� 
b�dang hukum untuk dapat mel�ndung� 
kepent�ngan-kepent�ngan bangsa 
Indones�a atas laut dan l�ngkungan 
laut. 

3.1 Penyelesaian Sengketa Kasus 
Montara
Berka�tan dengan penyelesa�an 

Kasus M�nyak Montara d� Laut T�mor, 
Pemer�ntah Indones�a dan Pemer�ntah 
Austral�a telah menempuh cara-
cara dama�, dengan mengutamakan 
negos�as� d�antara para p�hak. Pada 
dasarnya, Pemer�ntah Indones�a dan 
Austral�a telah menyadar� bahwa kedua 
negara mem�l�k� kepent�ngan dan 
keterka�tan dalam b�dang pengelolaan 
l�ngkungan laut. Oleh karena �tu, 
Pemer�ntah Indones�a dan Austral�a 
sejak tahun 1996 telah mem�l�k� 
kerangka hukum dalam menyelesa�kan 
berbaga� kasus d� b�dang l�ngkungan 
laut ya�tu sebuah Memorandum of 
Understanding (MoU) between the 
Government of Australia and Indonesia 
on Oil Pollution Preparedness and 
Response 1996. 

Sepert� k�ta ketahu� bersama 
bahwa kasus pencemaran m�nyak 
merupakan suatu keadaan darurat. 
Hal �n� d�sebabkan karena penyebab 
terjad�nya yang t�dak dapat 
d�duga dan berlangsung sangat 
cepat sedangkan dampak yang 
d�ak�batkannya berlangsung secara 
cepat dan acak. Seh�ngga t�dak dapat 
d�lakukan pencegahan pertama sela�n 
respon terhadap dampak yang telah 
d�ak�batkan. Untuk �tu, pent�ng untuk 
dapat meng�mplementas�kan MoU 
1996 tersebut.

Salah satu bentuk 
pertanggungjawaban serta �t�kad ba�k 
Austral�a meny�kap� pencemaran yang 
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terjad� �alah dengan mengupayakan 
pertanggungjawaban perusahaan 
penyebab terjad�nya pencemaran 
ya�tu PTTEP Australas�a. Dan upaya 
tersebut menghas�lkan beberapa 
langkah-langkah yang telah d�lakukan 
oleh PTTEP Australas�a dar� sejak 
terjad�nya per�st�wa tumpahan sampa� 
dengan pasca tumpahan. Mula� dar� 
t�ndakan yang d�katagor�kan sebaga� 
tanggap darurat atas pencemaran 
sampa� dengan pemantauan yang 
berkes�nambungan ber�kutnya.

Ak�bat tumpahan m�nyak d� 
laut T�mor pada tahun 200958, PTTEP 
Australasia mener�ma tanggung jawab 
untuk memb�aya� program pemantauan 
dampak pencemaran jangka panjang 
d� bawah persetujuan bersama dengan 
Department for Sustainability, 
Environment, Water, Population and 
Communities (DSEWPaC).

Dan beberapa kelompok/lembaga 
r�set �ndependen kelas dun�a amb�l 
bag�an dalam program pemantauan 
tersebut, d�antaranya kelompok r�set :
- Beberapa Un�vers�tas terkemuka 

d� Austral�a (Quensland, Curt�n, 
Monash, dan Charles Darw�n)

- As�a Pac�f�c ASA
- CSIRD
- Australian Institute of Marine 

Science
Program pemantauan �n� 

bertujuan untuk menemukan serta 
mengukur t�ngkat pencemaran yang 
terjad� d� laut t�mor. Dan beberapa 
58 PTTEP Australas�a, 2012, The Montara 

Incident,http://www.au.pttep.com/our-
response-to-montara/the-�nc�dent, D�akses 
pada tanggal 10 Agustus 2012.

has�l dar� r�set tersebut, ya�tu telah 
tercemarnya atau terganggunya 
keh�dupan laut dan ekos�stem laut oleh 
h�drokarbon d� beberapa area. Namun 
sangat kec�l atau hamp�r t�dak ada 
dampaknya bag� kesehatan maupun 
beberapa spes�es dan hab�tat laut. 
T�njauan �lm�ah dar� r�set menunjukkan 
t�dak adanya m�nyak dar� Montara 
yang mencapa� pera�ran Austral�a 
maupun Indones�a.

Pemer�ntah Austral�a membentuk 
suatu kom�s� penyel�d�k yang 
d�ber� nama Borthwick Commision 
Inquiry59guna menyel�d�k� serta 
menjabarkan hal-hal yang berka�tan 
dengan penyebab terjad�nya �ns�den 
Montara, serta upaya pencegahan 
terjad�nya bencana serupa.

Dalam proses penyel�d�kan, 
seluruh karyawan PTTEP Australasia 
dan para kontraktor dar� “Seadrill and 
Halliburton” , yang berada d� West 
Atlas rig pada saat terjad�nya �ns�den, 
d�wawancara�. Dan dar� penyel�d�kan 
tersebut kom�s� member�kan laporan 
yang telah d� publ�kas�kan pada 
tanggal 24 November 2010, yang 
ber�s� 100 penemuan-penemuan dan 
105 rekomendas� d�mana sebag�an 
besar d�adops� oleh pemer�ntah 
federal.60 D�temukan beberapa akar 
permasalahan tumpahan m�nyak 
Montara:

59 Montara Commission of Inquiry, www.
montara�nqu�ry.gov.au, D�akses pada tanggal 
14 Agustus 2012.

60  PTTEP Australas�a, Commission of Inquiry, 
http://www.au.pttep.com/our-response-to-
montara/comm�s�on-of�nqu�ry,D�akses pada 
tanggal 10 Agustus 2012
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- Kegagalan dalam pengawasan 2 
anjungan montara

- Kegagalan dalam ver�f�kas� 
anjungan

- Kurangnya manajemen kontrol
- Kurangnya kompetens� dar� 

person�l yang menyebabkan 
kurang tanggapnya  pengamb�lan 
keputusan 
Berdasarkan hal tersebut d�atas, 

kementer�an terka�t mengumumkan 
pada bulan Februar� 2011, bahwa 
�j�n operas� PTTEP Australas�a t�dak 
d�cabut namun perusahaan hanya 
d��j�nkan untuk d� bawah rez�m 
pemantauan yang pal�ng komprehens�f 
dan ketat yang pernah ada d� �ndustr� 
m�nyak dan gas bum� Austral�a.61

PTTEP memula� dengan 
mengembangkan Montara Action 
Plan  (MAP) segera setelah terjad�nya 
�ns�den pada November 200962. MAP 
berfokus pada t�ndakan jangka pendek, 
jangka menengah dan jangka panjang 
dar� �ns�den, serta untuk memet�k 
pelajaran dar� �ns�den dengan 4 area 
kunc� koord�nas� :
- Pemer�ntah
- Organ�sas� terka�t serta 

kapab�l�tasnya
- S�stem yang  bers�fat tekn�s
- Keselamatan, keamanan, 

kesehatan, dan budaya 
l�ngkungan serta 
pengelolaannya.
Pada bulan Oktober 2009, 

61 Ibid.
62 PTTEP Australas�a, Montara Action Plan, 

http://www.au.pttep.com/our-response-to-
montara/montara-act�on-plan,D�akses pada 
tanggal 10 Agustus 2012.

tercapa� kesepakatan antara PTTEP 
dengan Pemer�ntah Austral�a untuk 
mengembangkan program pemantauan 
l�ngkungan pada beberapa aspek jangka 
panjang ak�bat tumpahan.63 Program 
mon�tor �n� d�lakukan bersama oleh 
perusahaan dan DSEWPaC. Seluruh 
has�l penemuan �lm�ah tersebut d�olah 
kembal� dan oleh lembaga �ndependen 
dar� DSEWPaC sebelum d�sahkan 
sebaga� laporan resm�. Semua 
has�l r�set bers�fat transparan dan 
d�publ�kas�kan secara resm� melalu� 
webs�te DSEWPaC. Dalam hal �n� 
PTTEP setuju kepada Pemer�ntah 
Austral�a untuk memb�aya� keseluruhan 
penel�t�an, set�daknya dalam waktu 
kurang leb�h 2 tahun. Dan t�dak 
tertutup kemungk�nan untuk penel�t�an 
tahap lanjutan sampa� dengan 10 tahun 
ke depan.

Dalam kasus M�nyak Montara 
metode yang d�gunakan dalam 
penyelesa�annya adalah negos�as� 
dengan t�dak menutup kemungk�nan 
penggunaan cara-cara la�n sesua� 
dengan kesepakatan para p�hak. 
Negos�as� adalah cara penyelesa�an 
sengketa yang pal�ng dasar dan 
yang pal�ng tua d�gunakan oleh 
umat manus�a.Penyelesa�an melalu� 
negos�as� merupakan cara yang pal�ng 
pent�ng.Banyak sengketa d�selesa�kan 
set�ap har� melalu� cara �n� tanpa 
adanya publ�s�tas atau perhat�an 
publ�k. Salah satu s�s� pos�t�fnya adalah 

63 PTTEP Australas�a, Environmental Monitoring, 
http://www.au.pttep.com/our-response-to-
montara/env�ronmental-mon�tor�ng,D�akses 
pada tanggal 10 Agustus 2012.
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bahwa melalu� cara �n� para p�hak 
yang bersengketa dapat mengawas� 
prosedur penyelesa�an sengketanya 
dan set�ap penyelesa�annya d�dasarkan 
pada kesepakatan atau konsensus para 
p�hak.

Negos�as� adalah cara yang 
pertama kal� d�tempuh manakala 
para p�hak yang bersengketa. 
Negos�as� dalam pelaksanaannya 
mem�l�k� dua bentuk utama, ya�tu 
b�lateral dan mult�lateral.Negos�as� 
dapat d�langsungkan melalu� 
saluran d�plomat�k pada konferens� 
�nternas�onal atau dalam suatu 
lembaga atau organ�sas� �nternas�onal.
Cara �n� dapat pula d�gunakan 
untuk menyelesa�kan set�ap bentuk 
sengketa, apakah �tu sengketa 
ekonom�, pol�t�k, hukum, sengketa 
w�layah, keluarga, suku, dan la�n-
la�n. Bahkan, apab�la para p�hak telah 
menyerahkan sengketanya kepada 
suatu badan perad�lan tertentu, proses 
penyelesa�annya sengketa melalu� 
negos�as� �n� mas�h d�mungk�nkan 
utuk d�laksanakan.

Kelemahan utama penggunaan 
cara �n� dalam menyelesa�kan sengketa 
adalah :
a. Manakala kedudukan para p�hak 

t�dak se�mbang. Salah satu p�hak 
kuat, sedang p�hak la�n lemah. 
Dalam keadaan �n�, p�hak yang 
kuat berada dalam pos�s� untuk 
menekan p�hak la�nnya. Hal 
�n� acap kal� terjad� manakala 
dua p�hak bernegos�as� untuk 
menyelesa�kan sengketa d� 
antara mereka.

b. Proses berlangsungnya 
negos�as� acap kal� lambat 
dan memakan waktu lama. 
Hal �n� terutama d�karenakan 
permasalahan antarnegara yang 
t�mbul, khususnya masalah 
yang berka�tan dengan ekonom� 
�nternas�onal. Sela�n �tu, jarang 
sekal� adanya persyaratan 
penetapan batas waktu bag� 
para p�hak untuk menyelesa�kan 
sengketanya melalu� negos�as�.

c. Apab�la suatu p�hak terlalu keras 
dengan pend�r�annya. Keadaan 
�n� dapat mengak�batkan 
proses negos�as� menjad� t�dak 
produkt�f.

Seg� pos�t�f dar� negos�as� �n� adalah 
sebaga� ber�kut:64

a. Para p�hak send�r� yang 
melakukan perund�ngan 
(negos�as�) secara langsung 
dengan p�hak la�nnya.

b. Para p�hak mem�l�k� kebebasan 
untuk menentukan baga�mana 
penyelesa�an secara negos�as� �n� 
d�lakukan menurut kesepakatan 
mereka.

c. Para p�hak mengawas� atau 
memantau secara langsung 
prosedur penyelesa�annya.

d. Negos�as� mengh�ndar� perhat�an 
publ�k dan tekanan pol�t�k d� 
dalam neger�.

e. Dalam negos�as�, para p�hak 
berupaya mencar penyelesa�an 
yang dapat d�ter�ma dan 

64  Huala Adolf, 2004, Hukum Penyelesaian 
Sengketa Internasional, Bandung, S�nar 
Graf�ka.hlm.27.
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memuaskan para p�hak, seh�ngga 
t�dak ada p�hak yang menang dan 
kalah tetap� d�upayakan kedua 
belah p�hak menang.

f. Negos�as� d�mungk�nkan dapat 
d�gunakan untuk set�ap tahap 
penyelesa�an sengketa dalam 
set�ap bentuknya, apakah 
negos�as� secara tertul�s, l�san, 
b�lateral, mult�lateral, dan la�n-
la�n.
Penyelesa�an sengketa 

sehubungan dengan pencemaran laut 
ak�bat tumpahan m�nyak yang terjad� 
pada keg�atan eksplo�tas� m�nyak lepas 
panta� PTTEP Australas�a, h�ngga saat 
�n� mas�h dalam proses negos�as�. 
Negara-negara yang terl�bat dalam 
kasus pencemaran m�nyak �n� adalah 
Austral�a, Indones�a dan Tha�land.

Pemer�ntah Indones�a memegang 
peranan yang cukup pent�ng dalam 
proses penyelesa�an sengketa 
pencemaran m�nyak �n�.Sebaga�mana 
yang telah d�sampa�kan sebelumnya 
bahwa ak�bat kasus pecemaran 
m�nyak �n�, w�layah pera�ran Indones�a 
tepatnya yang berada d� sek�tar Prov�ns� 
Nusa Tenggara T�mur mengalam� 
pencemaran yang berdampak pada 
sektor perekonom�an dan l�ngkungan 
laut masyarakat sek�tar. Oleh karena 
�tu, Pemer�ntah melakukan koord�nas� 
dengan Pemer�ntah Daerah Prov�ns� 
Nusa Tenggara T�mur.Koord�nas� yang 
d�lakukan dalam mengamb�l langkah-
langkah yang berka�tan dengan 
pembukt�an terjad�nya pencemaran 
mula� dar� surve� h�ngga perh�tungan 
perk�raan dampak pencemaran.

Berdasarkan Peraturan 
Pres�den Nomor 109 Tahun 2006 
tentang Penanggulangan Keadaan 
Darurat Tumpahan M�nyak D� Laut, 
dalam Pasal 3, d�nyatakan bahwa 
dalam rangka untuk keterpaduan 
penyelenggaraan penanggulangan 
keadaan darurat tumpahan m�nyak d� 
laut t�ngkatan tier 365, d�bentuk T�m 
Nas�onal Penanggulangan Keadaan 
Darurat Tumpahan M�nyak d� Laut, 
yang selanjutnya d�sebut T�m Nas�onal. 
T�m Nas�onal yang d�bentuk terd�r� 
atas kementr�an-kementr�an terka�t d� 
Indones�a.

T�m Nas�onal d�ketua� 
oleh Menter� Perhubungan,  
Wak�l Ketua, Menter� Negara 
L�ngkungan H�dup, dan keanggotannya 
terd�r� dar� Menter� Energ� dan 
Sumberdaya M�neral, Menter� 
Dalam Neger�, Menter� Luar Neger�, 
Menter� Kelautan dan Per�kanan, 
Menter� Kesehatan, Menter� 
Kehutanan, Menter� Keuangan, 
Menter� Hukum dan Hak Asas� Manus�a, 
Pangl�ma Tentara Nas�onal Indones�a, 
Kepala Kepol�s�an Negara Republ�k 
Indones�a, Kepala Badan Pelaksana 
Keg�atan Usaha Hulu M�nyak dan 
Gas Bum�, Kepala Badan Pengatur 
Penyed�aan dan Pend�str�bus�an Bahan 

65 T�er 3 adalah kategor�sas� penanggulangan 
keadaan darurat tumpahan m�nyak yang 
terjad� d� dalam atau d� luar DLKP dan DLKR 
Pelabuhan atau un�t pengusahaan m�nyak dan 
gas bum� atau un�t keg�atan la�n, yang t�dak 
mampu d�tangan� - 9 - w�layah berdasarkan 
t�ngkatan t�er2, atau menyebar mel�ntas�batas 
w�layah Negara Kesatuan Republ�k Indones�a. 
L�hat : Pasal 1 ayat 20,  Peraturan Pres�den 
No. 109 Tahun 2006, tentang Penanggulangan 
Keadaan Darurat Tumpahan M�nyak d� laut.
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Bakar M�nyak dan Keg�atan Usaha 
Pengangkutan Gas Bum� melalu� P�pa 
dan Gubernur, Bupat�/Wal�kota yang 
sebag�an w�layahnya mencakup laut. 

Pemer�ntah Pusat juga 
melaksanakan negos�as� dengan 
Pemer�ntah Austral�a, hal tersebut 
d�lakukan karena sumber pencemaran 
berada d� dalam w�layah ZEE 
Austral�a.Sela�n �tu, kerjasama 
Indones�a juga d�lakukan karna kedua 
negara merupakan p�hak-p�hak yang 
d�rug�kan oleh pencemaran m�nyak 
PTTEP Australas�a yang merupakan 
perusahaan swasta berasal Tha�land.

Negos�as� yang d�lakukan 
oleh Pemer�ntah Indones�a dengan 
Austral�a merupakan �mplementas� 
MoU between the Government 
of Australia and Indonesia on 
Oil Pollution Preparedness and 
Response 1996, yang mengandung 
but�r-but�r kerjasama yang dapat 
d�terapkan dalam menyelesa�kan 
kasus pencemaran m�nyak tersebut, 
ya�tu : kerjasama pertukaran �nformas� 
atas �ns�den pencemaran m�nyak d� 
laut, �nspeks� lapangan pada lokas� 
�ns�den m�nyak d� laut yang sedang 
terjad� untuk kerjasama yang sal�ng 
menguntungkan antar kedua belah 
p�hak dan kerjasama tanggap darurat 
sepert� mob�l�sas� person�l, log�st�k 
dan peralatan la�n yang d�butuhkan 
d� dalam s�tuas� darurat, dan la�n-la�n. 
Pemer�ntah Indones�a dan Austral�a  
bersama-sama melakukan pertukaran 
�nformas�, �nspeks� dan keg�atan-
keg�atan la�n yang d�butuhkan dalam 
s�tuas� darurat yang dem�k�an. 

Pemer�ntah Indones�a juga telah 
meny�apkan gugatan kepada Austral�a 
dan operator ladang m�nyak Montara 
PTTEP Australas�a untuk member� 
kompensas� atas kerug�an yang d�alam� 
Indones�a ak�bat pencemaran tersebut. 
Tuntutan gant� kerug�an tersebut 
d�dasarkan atas ketentuan yang terdapat 
pada International Convention On Civil 
Liability For Oil Pollution Damage 
1969 (sekarang d�gant�kan oleh CLC 
1992), d�mana Indones�a dan Austral�a 
telah merat�f�kas�  konvens� tersebut, 
mas�ng-mas�ng Indones�a pada 6 Jul� 
1999 dan Austral�a pada 9 Oktober 
199566.Konvens� �n� terd�r� dar� 21 
pasal dan bertujuan untuk menjam�n  
gant� rug� yang sesua� untuk p�hak-
p�hak yang mender�ta kerug�an ak�bat 
pencemaran m�nyak d� laut.

Berdasarkan has�l wawancara 
dengan Rayyanul M. Sangadj�, 
proses negos�as� yang h�ngga saat �n� 
berlangsung terjad� antara Indones�a 
secara PTTEP. H�ngga saat �n�, 
belum ada t�t�k temu antara Indones�a 
dengan PTTEP Australas�a mengena� 
pember�an gant� rug� yang d�tuntut 
oleh Indones�a.PTTEP Australas�a pun 
t�dak sepenuhnya hanya mendasarkan 
kewaj�ban gant� kerug�an pada kla�m 
yang d�ajukan oleh Pemer�ntah 
Indones�a. Seh�ngga, PTTEP 
melakukan �nvest�gas�nya send�r� 
melalu� t�m yang telah d�bentuk oleh 
PTTEP. Lamanya proses pember�an 
gant� rug� tersebut menyebabkan 
keresahan masyarakat Prov�ns� Nusa 
Tenggara T�mur yang secara langsung 
66 http://�mo.amsa.gov.au/publ�c/par

Vol. 5, No. 4 : 833 - 870



866

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Desember 2016

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu

merasakan dampak ak�bat pencemaran 
m�nyak Montara.67

H�ngga saat �n� belum ada t�t�k 
temu antara pemer�ntah RI dengan 
pemer�ntah Austral�a.Pemer�ntah RI 
melalu� T�m Advokas� Laut T�mor 
(TALT) menegos�as�kan gant� rug� 
atas dampak dar� sektor per�kanan, 
pertan�an dan l�ngkungan d� areal 
tersebut.Pencemaran terparah ada 
d� kabupaten Rote Ndao merug�kan 
21.000 leb�h warga pes�s�r d� 48 desa 
d�sana.Negos�as� �n� berlangsung sejak 
27 Jul� 201068. T�dak hanya sektor 
per�kanan yang mengalam� dampak 
pencemaran m�nyak d� laut T�mor, 
Usaha bud�daya rumput laut d� panta� 
selatan Pulau T�mor bag�an barat NTT 
serta d� pes�s�r Pulau Rote sampa� ke 
Pulau Sabu, gagal total karena w�layah 
pera�ran pes�s�r yang menjad� usaha 
bud�daya rumput laut, terkontam�nas� 
m�nyak.

Pemer�ntah Indones�a dalam 
hal penuntutan gant� rug� yang 
d�alam� oleh masyarakat w�layah 
pes�s�r Kupang telah mengupayakan 
cara-cara yang bers�fat d�plomat�s.
D�mana dalam hal �n� d�lakukan 
karena Negara Indones�a menjunjung 
t�ngg� asas bertetangga yang ba�k serta 
mengusahakan �mplementas� dar� Pasal 
33 P�agam PBB untuk mengutamakan 

67 Has�l wawancara dengan Rayyanul M. Sangadj�, 
Kepala Seks� Kerjasama Pemanfaatan Sumber 
Daya Laut, Sub D�rektorat Perjanj�an Kelautan 
D�rektorat Perjanj�an Kelautan D�rektorat 
Perjanj�an Pol�t�k, Keamanan dan Kew�layahan 
Kementr�an Luar Neger� Republ�k Indones�a. 
Jakarta. 12 Me� 2011.

68  Kompas, 16 November 2010, Pemerintah 
Harus Siap Menggugat, Jakarta, hlm. 13. 

penyelesa�an sengketa secara dama�.
D�plomas� d�p�l�h karena telah menjad� 
satu bag�an yang v�tal dalam keh�dupan 
negara dan merupakan saran utama 
guna menangan� masalah-masalah 
�nternas�onal.69

D�plomas� sebaga� suatu cara 
komun�kas� yang d�lakukan oleh 
berbaga� p�hak termasuk negos�as� 
antara wak�l-wak�l yang sudah d�aku� 
atau yang d�art�kan pula sebaga� 
perund�ngan-perund�ngan70 ket�ka 
sudah t�dak memungk�nkan untuk 
menemu� t�t�k terang maka salah satu 
p�hak maupun kedua negara yang 
mengganggap perlu, dapat mem�l�h 
jalur la�n dalam penyelesa�an sengketa. 
Berka�tan dengan kasus Montara, 
Indones�a dapat mem�l�h jalur hukum 
ya�tu melalu� ITLOS.B�la semua jalur 
negos�as� dan d�plomas� tertutup, jalur 
hukum �nternas�onal d�bawah payung 
ITLOS terbuka untuk penyelesa�an 
kasus tumpahan m�nyak d� sumur 
Montara.71

Apab�la ITLOS d�anggap 
terlalu d�n� untuk d�p�l�h sebaga� 
jalur penyelesa�an sengketa, karena 
memang negara jarang sekal� mem�l�h 
ITLOS sebaga� tempat penyelesa�an 
sengketa, terbukt� sejak entry into force  
(d�antara tahun 1994 sampa� dengan 
tahun 2006), hanya 13 kasus yang d� 

69 Sumaryo Suryokusumo, 2004, Praktik 
Diplomasi, Badan Penerb�t IBLAM, Jakarta, 
hlm.1.

70 Sumaryo Suryokusumo, 2005, Hukum 
Diplomatik : Teori dan Kasus, Alumn�, 
Bandung, hlm. 2.

71 Kompas, 18 Agustus 2012, Kasus Montar 
Berpeluang Pakai Payung ITLOS, Jakarta, 
hlm.14.

Vol. 5, No. 4 : 833 - 870



867

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Desember 2016

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu

tangan� ITLOS72 d� dalam  UNCLOS 
mas�h memungk�nkan adanya p�l�han 
perad�lan yang leb�h fleksbel dan leb�h 
d�m�nat� oleh negara-negara ya�tu 
Arb�trase.

IV. KESIMPULAN
Penyelesa�an sengketa dalam 

Kasus M�nyak Montara yang 
mel�batkan Pemer�ntah Austral�a, 
Pemer�ntah Indones�a, Pemer�ntah 
Tha�land dan p�hak perusahaan send�r� 
ya�tu PTTEP Australas�a d�selesa�kan 
melalu� proses Negos�as�. Sayangnya, 
h�ngga saat �n� penyelesa�an Kasus 
M�nyak Montara �n� belum mendapat 
penyelesa�an yang memuaskan seluruh 
p�hak. 
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